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 Transliterasi adalah penulisan dari bentuk Arab ke dalam tulisan 
Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 
Penulisan yang memuat konsonan arab pada isi pembahasan atau pada daftar 
pustaka juga menggunakan pedoman trasliterasi.  
Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi 
yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama 
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 
159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah 
atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. 
Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut: 
B. Konsonan  
 Tidak dilambangkan   =      ا
 B   =    ب
 T   =    ث
 Ta   =    ث
 J   =    ج
 H   =    ح
 Kh   =    خ
 D   =     د
 Dz   =     ذ
 R   =    ز
 Z   =    ش
 S   =    س
 Sy   =    ش
 Sh   =   ص
 dl   =    ض
 th   =      ط
 dh   =      ظ
 (mengahadap ke atas) „   =      ع
 gh   =      غ
 f   =     ف
 q   =      ق
 k   =      ك
 l   =      ل
 m   =       و
ٌ      =   n 
 w   =     و
ِ      =   h 




Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal 
kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, 
namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan 
tanda koma di atas („), berbalik dengan koma („) untuk penggantian lambang 
 .ع
C. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah 
ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan 
bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal Panjang Diftong 
            a = fathah 
            i = kasrah 




 menjadi qâla   قال
 menjadi qîla   قٍم
 menjadi dûna   دوٌ
 
Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 
melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah 
ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong Contoh 
aw = و 
ay = ي 
 menjadi qawlun   قىل
 menjadi khayrun   خٍس
 
D. Ta’marbûthah )ة( 
Ta‟ marbûthah (ة( ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah 
kalimat, akan tetapi ta‟ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya انسسهت انهًدزست menjadi 
al-risala li-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang 
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terdiri dari susunan mudlaf  dan mudlaf ilayh, maka ditransiterasikan dengan 
menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya هللا
 .menjadi fi rahmatillâh فً زحًت 
E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah 
Kata sandang berupa “al” )ال( dalam lafadh jalâlah yag berada di tengah-
tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan 
contoh-contoh berikut:  
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan………… 
2. Al-Ghazâli dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …………. 
3. Lâ haula wa lâ qûwata illâ billâh 
F. Hamzah 
Hamzah ditransliterasikan dengan tanda petik diatas. Akan tetapi hanya 
berlaku pada hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di 
awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa 
alif. 
Contoh : ٌأ كهىٌ     -   ya‟kulûna أيسث      -    umirtu  
ونٍؤيُىابً  -   walyu‟minû bî ٌتأخرو    -    ta‟khudzûna 
G. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis 
terpisah. Terdapat huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam 




Contoh :  انههى صم عهى سٍد َا يحًد  -  allahumma shalli „ala sayyidinâ 
muhammad 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 
seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk 
menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 
Contoh :  اٌ فً خهق انسًىث      =  inna fî khalqi samâwâ t 
 innahu lakum „aduwu mubîn   =        اَّ نكى عدو يبٍٍ
Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan 
arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan 
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf 
kapital tidak dipergunakan. 
Contoh : اٌ هللا سًٍع عهٍى     =    innallâha samȋ‟un „alȋm 
 qulillâhumma   =  قم انههى                      
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 
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Pada tanggal”12 Mei 2020 DPR RI dan Pemerintah”dengan persetujuan bersama 
telah menetapkan RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor “4 Tahun 
2009 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.” Akan tetapi Undang-
Undang ini menimbulkan kontra dikarenakan adanya penarikan kewenangan 
pengelolaan minerba daerah oleh pemerintah pusat atau sentralistik. 
Berdasarkan alasan tersebut menarik untuk dikaji penelitian mengenai 
Bagaimana kewenangan pengelolaan minerba daerah setelah “berlakunya 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020” dan Bagaimana implikasi yuridis atas 
berlakunya “pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020” terhadap 
kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola minerba daerah yang telah 
diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Penelitian ini merupakan jenis penelitian 
yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan,” pendekatan historis 
dan pendekatan konseptual serta menggunakan metode kualitatif dimana 
pengolahan bahan hukum penelitian menggunakan cara deskriptif analisis.  
Hasil penelitian menunjukkan “UU Nomor 3 Tahun 2020” perlu dilakukan 
perubahan. Karena UU Nomor 3 Tahun 2020 mengembalikan rezim kontrak 
pertambangan, dimana posisi negara dan pemilik modal sejajar. Kewenangan 
perizinan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota dihapus. Serta berakhirnya 
kewenangan daerah pada bidang mineral dan batubara. Implikasi yang 
ditimbulkan dari Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Pasal 18 
UUD 1945 mengakibatkan Dinas ESDM Provinsi ditutup sementara sampai 








Fazria, Zulvi, 17230020. Juridical Implications of Article 4 paragraph (2) of 
Law Number 3 of 2020 on the Centralization of Regional Mineral and 
Coal Management by the Central Government. Thesis, Study Program of 
Constitutional Law (Siyasah), Faculty of Sharia, State Islamic University 
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: Abdul Kadir S.HI 
M.H 
Keywords: Juridical Implication, Centralization, Mineral and coal, Central 
Government  
On May 12, 2020, the Indonesian House of Representatives together with the 
Government with mutual agreement have stipulated a Bill on Amendment to 
Law Number 4 of 2009 to Law Number 3 of 2020. However, this Law raises a 
constraint due to the withdrawal of the authority for regional mineral and coal 
management by the central or centralized government. 
Based on these reasons, it is interesting to study research on how the authority of 
regional mineral and coal management after Law No. 3 of 2020 comes into force 
and what are the juridical implications of the enactment of article 4 paragraph 
(2) of Law No.3 of 2020 on the authority of local governments in managing 
regional mineral and coal which has been regulated in Article 18 of the 1945 
Constitution. This research is a type of normative juridical research with a 
statutory approach, a historical approach and a conceptual approach and uses a 
qualitative method where the processing of research legal materials uses 
descriptive analysis. 
The results of the study show that Number 3 of 2020 needs to be changed. 
Because Law Number 3 of 2020 restores the mining contract regime, where the 
position of the state and the owners of capital is equal. The licensing authority of 
the provincial and district/city governments is abolished. And the end of regional 
authority in the mineral and coal sector. The implications arising from Article 4 
paragraph (2) of Law Number 3 of 2020 against Article 18 of the 1945 
Constitution resulted in the Provincial ESDM Service being temporarily closed 
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A. Latar Belakang 
          Potensi Sumber Daya Alam Indonesia baik yang berada di atas 
maupun di bawah permukaan bumi sangatlah melimpah. Indonesia 
merupakan salah satu negara penghasil batubara terbesar di dunia, 
dikarenakan mempunyai sumber daya dan cadangan batubara yang 
cukup besar. Batubara mempunyai kekuatan dominan di dalam 
pembangkit listrik. Pembangkit listrik tenaga batubara proses 
ekstrasinya relatif mudah dan murah, dan persyaratan-persyaratan 
infrastruktur lebih murah dibandingkan dengan sumberdaya energi 
lainnya. 
      “Berdasarkan UUD 1945 sistem pemerintahan Indonesia 
memberikan kepada daerah keleluasaan dalam menyelenggarakan 
otonomi daerah. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang 
menyatakan bahwa Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk 
Republik. Penyelenggaraan otonomi daerah perlu untuk lebih 
mengedepankan peran serta masyarakat, prinsip-prinsip demokrasi, 
keadilan dan pemerataan, serta memperhatikan potensi dan 
keanekaragaman daerah yang dimiliki oleh daerah. Oleh karena itu, 
otonomi daerah diselenggarakan dengan adanya pemberian kewenangan 
2 
 




 Dari sejak awal, para pendiri negara atau the founding father telah 
menyadari bahwa Indonesia tidak  mungkin dikelola secara sentralistik 
dikarenakan wilayahnya terdiri dari ribuan pulau dan kepulauan dan 
penduduknya yang terdiri dari ratusan suku bangsa. Artinya, otonomi 
bagi kesatuan rakyat Indonesia sudah ada sebelum negara ini terbentuk 
dan merupakan suatu keharusan (conditio sine quo non). Kemudian, 
prinsip dasar itu dituangkan ke dalam konstitusi yang merupakan 




        Saat Indonesia “di proklamasikan,”hukum dasar atau konstitusi 
yang””dipakai adalah “Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 
1945.” Konstitusi ini didalamnya memberikan amanat sistem 
pemerintahan negara kesatuan yang dalam pelaksanaannya 
mengedepankan desentralisasi, yang secara tidak langsung 
membuktikan tentang adanya kewenangan yang dibagi antara pusat dan 
daerah.”Supaya implementasi kekuasaan dan kewenangan pada daerah 
otonom”mendapatkan landasan yang konkret. Maka hal tersebut 
diwujudkan dalam Undang-Undang.  
                                                          
1
“Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004),30.” 
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Negara kesatuan merupakan landasan batas dari isi pengertian 
otonomi. Berdasarkan landasan batas tersebut, dikembangkanlah 
berbagai peraturan (rules) yang mengatur mekanisme yang akan 
menggambarkan keseimbangan antara tuntutan kesatuan dan otonomi.
3
 
Konsekuensi dari adanya negara kesatuan ini, Indonesia membagi 
wilayahnya menjadi daerah-daerah, yang terdiri atas daerah provinsi dan 
daerah kabupaten dan kota. Yang menimbulkan adanya hubungan erat 
antara daerah-daerah dengan pemerintah pusat. Akan tetapi, daerah-
daerah tersebut juga diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan 
pemerintahannya sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. 
    Pelaksanaan pemerintahan di daerah memiliki justifikasi filosofis 
dalam konstitusi negara, cita pendirian negara, dan hakikat pelaksanaan 
pemerintahan di negara kesatuan. Aspek filosofis dari konstitusi 
tercermin dalam klausula pasal-pasal dalam batang tubuh konstitusi 
berikut dengan lahirnya kesepakatan pasal tersebut. Klausula pasal 
batang tubuh konstitusi lahir dari perdebatan yang alot dan 
menghasilkan kompromi mengenai hal yang harus diatur dalam 
konstitusi, perspektif pendirian negara, pelaksanaan sistem 
pemerintahan, serta dasar penyelenggaraan negara dan pemerintahan 
pada negara kesatuan. Proses perdebatan dalam perumusan dan 
penyusunan naskah konstitusi, dapatlah dipahami kemudian adalah 
kesimpulan dilahirkan secara kompromistis dari berbagai visi pemikiran 
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“Ni‟matul Huda, Otonomi Daerah, Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 55.” 
4 
 
kenegaraan, aliran atau konsep kenegaraan serta harapan para pendiri 





        Kewenangan yang terdapat pada pemerintah daerah merupakan 
pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat yang memiliki asas 
kesamaan. Yang bermakna kewenangan yang dilimpahkan kepada 
daerah merupakan konsekuensi Otonomi Daerah dan harus memiliki 
nilai yang sama. Tidak ada perbedaan antara satu daerah dengan daerah 
lain yang menjadi kewenangan pusat. Demikian pula kesamaan itu 
diartikan dalam pelaksanaan yang harus sesuai dengan batas-batas yang 
telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Daerah sebagai kawasan yang 




Negara Indonesia dengan adanya Undang-Undang Dasar 
merupakan negara yang berdasar atas hukum sehingga tidak 
berdasarkan  atas kekuasaan. Pemerintahan diselenggarakan 
berdasarkan atas sistem konstitusi dan tidak bersifat absolutisme. Oleh 
karena itu, garis-garis besar kebijakan untuk menyerahkan sebagian 
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“Agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, (Bogor: Ghalia 
Indonesia, 2007), 302.” 
5
“Suriansyah Murhani, Aspek Hukum Penguasaan Pemerintahan Daerah, (Palangkaraya: 
Laksbang Mediatama, 2008),8.” 
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urusan-urusan Pemerintah Pusat untuk menjadi kewenangan Daerah 
diserahkan dalam peraturan-peraturan perundang-perundangan.
6
 
 Pemerintah bersama dengan DPR RI pada tanggal 12 Mei 2020 
dengan melalui “persetujuan bersama telah menetapkan”Rancangan 
Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020.”“Perubahan tersebut meliputi:” 
a. Bab terdiri dari“28 bab (2 bab baru).” 
b. Pasal tambahan/baru terdiri dari”52 pasal.” 
c. Pasal”yang berubah terdiri dari“83 pasal.” 
d. Pasal yang“dihapus terdiri dari”18 pasal.” 
e. Jumlah total pasal terdapat 209 pasal (sebelumnya 175 pasal). 
       Artinya perubahan yang terjadi pada “UU Nomor 4 Tahun 2009” 
lebih dari 80%. “Salah satu ketentuan yang diubah dalam Undang-
Undang ini yakni ketentuan tentang perizinan yang berpindah serta 
pengawasan pemerintah daerah yang beralih kepada pemerintah pusat 
atau secara terpusat. 
            Pada “Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara” yang berbunyi :  
““Penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau 
pemerintah Daerah”,” 
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“Dann Sugandha, Masalah Otonomi Serta Hubungan Antara Pusat dan Daerah di Indonesia, 
(Bandung: CV Sinar Baru, 1981), 3-4.” 
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Diubah dalam “Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009  tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi: 
“Penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diselengarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang ini”. 
 
        “Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2020”mengatur bahwa 
“penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara atau perubahan dari 
kewenangan pemerintah daerah” ke pemerintah pusat atau sentralistik 
bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Pasal ini mengatur 
bahwasanya pengelolaan mineral dan batubara dijaga oleh pemerintah 
pusat. Dalam undang-undang sebelumnya, pasal tersebut  memberikan 
kewenangan kepada pemerintah daerah. Dalam UU Minerba yang baru 
semua kewenangan perizinan diatur sudah tidak ada lagi di pemerintah 
daerah, melainkan berpindah ke pusat. Hal ini  tidak sesuai dengan 
semangat otonomi daerah.”  
         Regulasi tentang minerba telah mengalami perubahan dari 
sebelum masa reformasi. Dimulai dengan “Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 1967 tentang Minerba”memberikan kewenangan pengelolaan 
Minerba kepada pemerintah pusat tanpa campur tangan pemerintah 
daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
tersebut  merupakan suatu conditio sine qua non dalam negara. 
Kemudian, pasca reformasi undang-undang tersebut diubah dengan 
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diterbitkannya“Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba,” 
kewenangan pengelolaan minerba oleh pemerintah kemudian diperluas, 
dengan melibatkan pemerintah daerah baik provinsi maupun 
kabupaten/kota.”  
      “Kemudian pada masa Covid-19 tahun 2020 Pasal 4 ayat (2) UU 
Minerba diubah seperti pada regulasi pada masa”awal reformasi 1999, 
yang menyebutkan bahwa penguasaan minerba diselenggarakan oleh 
Pemerintah Pusat. Perubahan norma tersebut akan mengalami 
disharmonisasi dengan ketentuan “Pasal 18 UUD 1945. Yang 
menjelaskan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 
Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa :” 
“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten 
dan kota, diatur dengan undang-undang, dengan memperhatikan 
kekhususan dan keraguaman daerah”” 
 
 
             Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa :” 
“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya 
alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras 
berdasarkan undang-undang.”  
 
 
           “Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa : 
  “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan 
sebagai urusan pemerintah pusat.” 
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       Untuk melaksanakan“otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintah 
Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan 
yang lain.”“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah” mengatur pengelolaan pemerintahan daerah. 
Undang-Undang tersebut melahirkan berbagai peraturan perundang-
undangan yang mengatur berbagai pelaksanaan dari pemerintahan 
daerah.
7
     
        Pemerintah daerah  dalam  menyelenggarakan urusan 
pemerintahannya dilaksanakan berdasarkan asas otonomi daerah yang 
dimana adanya hak, “wewenang,  dan  kewajiban daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan 
masyarakat setempat, sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini 
bermakna bahwa urusan pemerintahan pusat yang menjadi kewenangan 
pusat tidak mungkin dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya oleh 
pemerintah pusat guna kepentingan pelayanan umum pemerintahan dan 
kesejahteraan rakyat di semua daerah.” 
        Jika dilihat kondisi geografis, sistem politik, hukum, sosial, dan  
budaya, sangat beraneka ragam dan bercorak di sisi lain, Indonesia 
terdiri dari daerah-daerah kepulauan dan wilayah negara sangat luas. 
Oleh sebab itu, hal-hal terkait urusan pemerintahan yang dapat 
dilaksanakan oleh daerah itu sendiri sangat tepat untuk diberikan 
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kebijakan otonomi sehingga setiap daerah akan lebih mampu dan 
mandiri untuk memberikan pelayanan dan untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat di daerah.
8
  
   Di Indonesia, otonomi daerah merupakan inti penyelenggaraan 
pemerintahan daerah, beberapa alasan yang mengenai perlunya 
pemerintahan daerah dengan memberikan wewenang yang luas kepada 
daerah. Beberapa alasan yang rasional mengenai perlunya pemerintahan 
daerah“dengan memberikan wewenang yang luas kepada daerah. 
Beberapa alasan tersebut menyebabkan sehingga pemerintah daerah itu 
penting, sebagai yang dikemukakan Ni‟matul Huda
9
 sebagai berikut:” 
1.) Persiapan Indonesia ke arah federasi masih belum memungkinkan. 
Sejumlah persyaratan juga harus dipenuhi terutama terkait 
perwujudan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, 
kita harus menyadari bahwa pada saat ini masyarakat Indonesia 
sedang mengalami proses transisi dalam mewujudkan sebuah 
demokrasi. 
2.) Pilihan“otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam 
rangka memelihara nation state yang sudah lama kita bangun, dan 
kita pelihara.” 
3.) Sentralisasi dan dekosentrasi dianggap telah gagal mengatasi krisis 
nasional. Oleh karena itu otonomi daerah dan desentralisasi 
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“Ni‟matul Huda, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, 
(Yogyakarta: Pustaka Belajar,2009), 95-98.” 
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merupakan pilihan yang baik bagi kepentingan bangsa dan 
masyarakat Indonesia daripada dekosentrasi dan sentralisasi. 
4.) Pemantapan demokrasi politik. “Demokrasi tanpa ada pergulatan 
politik lokal akan menjadi sangat rapuh, karena tidaklah mungkin 
sebuah demokrasi dibangun dan hanya memperkuat politik 
nasional.” 
5.) Keadilan. Otonomi daerah atau desentralisasi akan mencegah 
terjadinya kepincangan di dalam menguasai sumber daya yang 
dimiliki dalam sebuah negara.  
 
  “UU Nomor 3 Tahun 2020” tegas menerapkan sistem sentralisasi 
dibanding “UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009” yang cenderung 
menganut desentralisasi. Perubahan yang terjadi dalam “UU Nomor 4 
Tahun 2009 menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020” lebih dari 80% 
perubahan. “UU Nomor 3 Tahun 2020” merupakan RUU inisiatif  DPR 
yang telah disusun drafnya sejak DPR periode 2014-2019 dan hingga 
masa jabatan DPR periode sebelumnya berakhir bulan September 2019 
belum dilakukan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU 
ini.  
       Semenjak masih menjadi Rancangan Undang-Undang hingga RUU 
ini disahkan menjadi “UU Nomor 3 Tahun 2020,” Undang-Undang ini  
menuai beberapa catatan; 
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      Bertentangan dengan Pasal 18A UUD 1945. Urusan pemerintah 
daerah bidang Minerba ditarik/ dihilangkan. Kewenangan perizinan 
pemerintah provinsi dihapus (Pasal 7, Pasal 35 UU Minerba 2020). 
Walaupun nanti pemerintah pusat akan mendelegasikan perizinan 
melalui PP/Permen tapi jika dilihat dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 ini 
semua perizinan ditarik ke pemerintah pusat. Dan pemerintah provinsi 
sama sekali tidak punya kewenangan berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 
2020 jika dilihat dari batas-batas kewenangan. Tetapi, Pemda 
diwajibkan menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan 
Kawasan (Pasal 17A, Pasal 172B UU Minerba 2020). 
  
      Kewenangan yang adil dalam pemanfaatan sumber daya alam 
sebagaimana terdapat dalam “Pasal 18A ayat (2) UUD 1945” begitu 
tidak nampak. Seluruh kewenangan di bidang pertambangan mineral 
dan batubara ditarik ke pemerintah pusat. Memang terdapat janji 
didelegasikan, namun dasar hukum Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945 





     Melanggar asas keterbukaan pembentukan peraturan perundang-
undangan yang terdapat pada “Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011 
sebagaimana telah diubah pada “UU Nomor 15 Tahun 2019.” 
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 Ahmad Redi, “Sengkarut Legislasi Mineral dan Batubara,” Hukumonline, 19 July 2020, diakses 
30 Oktober 2020, https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f14365e34c7f/sengkarut-legislasi-
mineral-dan-batubara-oleh--ahmad-redi?page=3   
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Pembahasan RUU ini “tidak memenuhi kriteria carry over sesuai “Pasal 
71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 
Tahun 2011” terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.” 
Berdasarkan “Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019” bahwa carry over 
pembahasan RUU harus memenuhi syarat telah dilakukan pembahasan 
DIM, padahal DPR periode sebelumnya belum satupun membahas DIM 
RUU Minerba.  
 
     Berdasarkan “Pasal 22D UUD 1945, Pasal 249 UU Nomor 17 
Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPD, dan DPRD” serta “Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.” DPD mempunyai 
kewenangan membahas rancangan undang-undang yang berkaitan 
dengan hubungan pusat dan daerah serta pengelolaan sumber daya alam 
dan sumber daya ekonomi lainnya. “Putusan MK No. 92/PUU-X/2012” 
menyatakan bahwa DIM diajukan oleh Presiden dan DPD jika RUU 
berasal dari DPR. Kenyataannya tidak ada DIM yang disusun oleh 
DPD. Pembahasan RUU Minerba tidak melibatkan Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD RI). 
 
    Sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum pada 
regulasi pertambangan minerba di daerah. UU Nomor 3 Tahun 2020 ini 
menghasilkan kewenangan IUP secara keseluruhan ditarik menjadi 
kewenangan Pemerintah Pusat. Seperti pada “UU No.11/1967 tentang 
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Pokok-Pokok Pertambangan,” namun tidak menggunakan rezim 
kontrak, tetapi tetap rezim perizinan.  
   Pasca disahkan Undang-Undang Minerba ini tentu saja sangat 
berpengaruh dalam pengelolaan hasil minerba daerah. Dari uraian yang 
telah dijabarkan diatas, serta dasar-dasar yang memperkuat adanya 
conflict of norm, maka keinginan untuk meneliti lebih lanjut dalam 
bentuk skripsi yang berjudul “Implikasi Yuridis “Pasal 4 Ayat 2 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020” Terhadap Sentralisasi 
Pengelolaan Minerba Daerah Oleh Pemerintah Pusat” 
B. Rumusan Masalah  
1. Bagaimana kewenangan pengelolaan minerba daerah setelah 
berlakunya “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020”?  
2. Bagaimana implikasi yuridis atas berlakunya “pasal 4 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020” terhadap kewenangan pemerintah 
daerah mengelola minerba daerah yang telah diatur dalam Pasal 18 
UUD 1945”?  
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk menganalisis dan memberikan pandangan terhadap kewenangan  
pengelolaan minerba daerah setelah berlakunya “Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2020.”  
14 
 
2. Untuk menemukan dan menelaah implikasi yuridis atas 
diberlakukannya “Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2020” terhadap pengelolaan minerba daerah yang telah diatur dalam 
“Pasal 18 UUD 1945..”  
D. Manfaat Penelitian 
1.  Manfaat Teoritis 
         Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan referensi 
yuridis terhadap pemikiran akademis dalam mengembangkan ilmu 
hukum khususnya Hukum Tata Negara. 
2.  Manfaat Praktis 
          Dapat dijadikan masukan informasi dalam menyusun program dan 
kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan lembaga-lembaga terkait 
seperti, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Pusat, Pemerintah 
Daerah,“praktisi, maupun teoritisi hukum, serta bagi masyarakat 
Indonesia pada umumnya.” 
E. Definisi Operasional 
1. Implikasi Yuridis  
Menurut Silalahi, Implikasi merupakan akibat dari adanya 
penerapan suatu kebijakan atau program yang dapat menimbulkan 
15 
 
dampak baik atau buruk terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran 
pelaksanaan program/kebijakan tersebut.
11
   
Definisi akibat hukum berdasarkan kamus hukum adalah perbuatan 
dari subjek hukum atau peristiwa hukum yang memberikan akibat 
hukum.
12
 Perbuatan hukum dapat menyebabkan peristiwa hukum dan 
juga dapat menimbulkan hubungan hukum. Maka akibat hukum dapat 
dimaknai sebagai hubungan hukum atau perbuatan hukum yang dapat 
menimbulkan akibat. 
 Akibat hukum merupakan akibat yang ditimbulkan atas adanya 
suatu peristiwa hukum, yang bisa berwujud:
13
 
a. Suatu “hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, dimana 
hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan 
kewajiban pihak yang lain lahir, berubah atau”lenyap. 
b. Suatu“keadaan hukum yang lahir, berubah atau lenyap.” 




Menurut “UU Nomor 3 Tahun 2020” yang dimaksud dengan:” 
a. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang    
memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal 
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 “https://pakdosen.co.id/implikasi-adalah/ diakses 6 Februari 2021.” 
12
“Ishaq, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 86.” 
13
“R.Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 295.” 
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teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam 




b. “Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang 





3. Pengelolaan  
Proses pemberian“pengawasan terhadap semua hal yang 




4.   Sentralisasi 
             Sentralisasi merupakan segala sesuatu yang menyatu ke suatu       





       “"Menurut “UU Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 1 angka 36 yang 
berarti Pemerintah”Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 
yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana 
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“Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.” 
15
“Pasal  1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.” 
16
“https://kbbi.web.id/kelola, diakses 20 Maret 2020.” 
17
“https://kbbi.web.id/sentralisasi diakses 29 April 2021” 
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dimaksud dalam”“Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.”””  
F. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian  
        Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti yakni penelitian 
normatif, yang seringkali disebut sebagai penelitian doktrinal 
dikarenakan dokumen peraturan perundang-undangan serta bahan 
pustaka menjadi objek kajian dalam penelitian ini. Penelitian normatif 
dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang 
diterapkan atau berlaku terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.
18
 
       Dalam penelitian ini, penelaahan dilakukan terhadap UUD 1945,  
UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 
Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU 
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.”” 
 
2. Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini antara 
lain: 
a. Pendekatan”Perundang-Undangan (Statue Approach)” 
        “Pendekatan Perundang-Undangan (statue approach) 
dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang serta 
                                                          
18
“Soejono dan H.Abdurahman, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 56.” 
18 
 
regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang ditangani.
19
 
Perundang-undangan yang berkaitan yakni “Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Minerba, Undang- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2020 dan Undang-Undang lainnya yang terkait.” “ 
b. Pendekatan”Historis (Historical Approach)” 
  Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah 
akan mempermudah peneliti untuk memahami hukum tentang 
suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu 
secara lebih mendalam. Sehingga dapat memperkecil kesalahan, 




        Kita dapat memahami hukum pada zaman ini dengan 
mempelajari sejarah. Karena hukum pada zaman ini dan hukum 
pada masa lampau merupakan suatu kesatuan yang berhubungan 
erat, sambung-menyambung dan tidak putus. Mengingat, tata 
hukum yang berlaku saat ini mengandung anasir-anasir dari tata 
hukum pada masa yang akan datang.
21
” 
                                                          
19
“Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 
2005), 248.” 
20
“Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1986), 332.”  
21




c.  Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 
         Pendekatan selanjutnya yaitu “pendekatan konseptual 
(conseptual approach) yaitu suatu metode pendekatan yang 
merujuk pada prinsip-prinsp hukum yang dapat ditemukan dalam 
pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum.
22
” 
       Peneliti akan mendapatkan“ide-ide yang melahirkan 
pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-
asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai 
sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam 
memecahkan isu yang sedang dihadapi yang didapat dengan 
mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang 
terdapat didalam ilmu hukum.” 
     Pengkajian menggunakan interpretasi hukum terhadap bahan-
bahan hukum yang relevan dalam menjelaskan tema sentral, 
kemudian diuraikan sesuai dengan rumusan masalah dalam 




3. Bahan Hukum 
      Adapun sumber“bahan yang digunakan dalam penelitian 
ini”antara lain:  
 
                                                          
22
“Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: P.T Raja 





a. Bahan”Hukum Primer” 
“Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang 
bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan, 
catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan 
perundang-undangan, atau putusan pengadilan.
24
” 
Berikut yang termasuk bahan hukum primer dalam 
penelitian ini sebagai berikut:” 
1) “Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945;” 
2) “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan;”  
3) “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba;” 
4) “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah;” 
5) “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara.” 
 
b. Bahan”Hukum Sekunder” 
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 
digunakan sebagai penunjang dalam memperjelas bahan hukum 
                                                          
24
“Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Prenada Media, 2013), 181.” 
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primer. Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dan berkaitan 
dengan materi penelititan ini antara lain : 
1) Buku-buku  
2) Pendapat para pakar hukum,  
3) Jurnal hukum mapun islam,  
4) Kasus-kasus hukum, dan  
5) Media internet. 
 
c. Bahan“Hukum Tersier  
“   Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum petunjuk atau 
penjelas pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, 
seperti halnya kamus hukum, bibliografi, dan ensiklopedi.  
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 
            Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur 
pengumpulan dan identifikasi peraturan perundang-undangan, 
serta klasifikasi dan penggunaan bahan hukum sesuai 
permasalahan penelitian. Studi kepustakaan merupakan metode 
tunggal yang digunakan dalam penelitian hukum normatif.
25
 Oleh 
karena itu, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan 
digunakan dalam penelitian ini.” 
    “ Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, 
mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada 
                                                          
25
“Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2012), 23.” 
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kaitannya dengan kekuasaan, hubungan, serta kewenangan 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengelola 
sumber daya alam mineral dan batubara.” 
5.  Analisis Bahan Hukum   
      “Yang akan dilakukan oleh peneliti dalam menganalisis“bahan  
hukum adalah sebagai berikut:
26
” 
a. Penggunaan bahan hukum dilakukan dengan memberikan  
klasifikasi tertentu dalam rangka untuk memudahkan 
menganalisa pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang 
ataupun kaidah hukum yang terdapat di dalam bahan hukum. 
b. Peneliti menggunakan“analisis deskriptif kualitatif, analisa ini 
merupakan “analisa terhadap bahan hukum yang berupa 
peraturan perundang-undangan.” 
c. Analisis“dari penelitian ini adalah berdasarkan pada sejarah 
perundang-undangan”Pemerintahan Daerah, UUD 1945 
terkait konsep desentralisasi dalam negara kesatuan.” 
G.   Penelitian Terdahulu 
 “Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan 
perbandingan dan acuan dalam penelitian. Selain itu, untuk menghindari 
anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka, peneliti mencantumkan 
hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut;” 
                                                          
26
“Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta, 2012), 126.”  
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“Skripsi. Anwar Habibi Siregar. Pengelolaan Barang Tambang 
Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Minerba. Fakultas Syariah 
dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013. Pengelolaan barang 
tambang perspektif hukum Islam pada dasarnya adalah negara melalui 
pemerintah. Dengan demikian, menurut perspektif hukum Islam 
perusahaan-perusahaan atau badan swasta yang bergerak di bidang 
pertambangan atau perorangan yang bukan merupakan milik negara  tidak 
boleh dan tidak mempunyai hak untuk mengelola barang tambang. 
Berbeda dengan hukum Islam, UU Minerba menyatakan bahwa 
pemerintah boleh memberikan hak kepengelolaan pertambangan kepada 
ketiga badan usaha (badan usaha swasta, koperasi dan perseorangan), 
dan/ atau baik seluruh maupun sebagian dari kegiatan pertambangan 
tersebut  setelah mendapatkan izin usaha pertambangan dari pihak yang 
berwenang yakni pemerintah pusat (Menteri ESDM) dan pemerintah  
daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota).” 
“Skripsi. Maylani Putri Gunavy. Penerbitan Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) Di Provinsi Kalimantan Timur (Studi Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara Perspektif Maqasid Syari’ah). Fakultas Syariah dan 
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016. Dari skripsi tersebut 
dalam penerbitan IUP di Provinsi Kalimantan Timur terdapat beberapa 
permasalahan antara lain tidak terpenuhinya persyaratan administratif, 
persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Hal 
24 
 
ini menimbulkan multiplier effect terhadap pembangunan berkelanjutan 
terutama dalam  bidang ekonomi, lingkungan, sosial sebagai upaya untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur. 
Dalam perspektif Maqasid Syariah pengembangan kesadaran 
Sumberdaya Manusia dalam pembangunan pelestarian lingkungan belum 
tercapai.” 
      “Jurnal. Imas Novita Juaningsih. Polemik Revisi Undang-Undang 
Minerba Dalam Dinamika Tata Negara Indonesia. Universitas Islam 
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2020. Jurnal ini membahas tentang 
kajian untuk membatalkan beberapa pasal dalam Revisi UU Minerba 
yang merugikan masyarakat.” 
   “Peneliti sederhanakan beberapa penelitian terdahulu diatas untuk 
mempermudah pembacaan yang berbentuk tabel sebagai berikut:” 
           Tabel 1.Penelitian Terdahulu 
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H. Sistematika Pembahasan  
Dalam skripsi yang ditulis ini terdapat 4 bab. Setiap bab memiliki 
kesinambungan sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis. 
BAB 1 : “Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar 
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, 
dan sistematika pembahasan.” 
    BAB II : “Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang berisikan  
landasan-landasan teori sebagai dasar dalam melaksanakan analisis 
permasalahan. Dalam tinjauan pustaka ini dikembangkan teori-teori yang 
31 
 
berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, yaitu : konsep otonomi 
daerah,  pembagian kekuasaan pemerintahan di Indonesia secara vertikal, 
asas-asas pemerintahan yang baik, konsep teori ROCCIPI dan RIA, serta 
pandangan siyasah syar‟iyyah.” 
   BAB III : Bab ini merupakan pembahasan dari rumusan masalah 
Bagaimana kewenangan pengelolaan minerba daerah setelah berlakunya 
“Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.” Dan Bagaimana implikasi 
yuridis atas berlakunya “Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2020” terhadap kewenangan pemerintah daerah mengelola minerba 
daerah yang telah diatur dalam “Pasal 18 Undang-Undang 1945.” 
        BAB IV : “Bab ini merupakan penutup dan merupakan akhir dari 
Penulisan Skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari permasalahan yang 



















A. Teori”Otonomi Daerah 
1. Konsep””Otonomi” Daerah” 
           Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terdiri 
atas daerah-daerah provinsi. Kemudian daerah provinsi itu dibagi lagi 
atas daerah kabupaten dan daerah kota. Dalam Undang-Undang telah 
diatur  bahwa pada setiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota 
terdapat pemerintahan daerah yang pada asas otonomi dan tugas 
pembantuan. Dimana pemerintah daerah dan DPRD yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana tercantum 
dalam UUD 1945. Yang pada prinsipnya, otonomi diberikan secara 
luas dengan prinsip dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Setiap “daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota 
mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-
Undang. Pemerintahan Daerah ini merupakan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang terdapat dalam UUD 1945.
27
” 
                                                          
27
“Andriansyah, Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Kajian Dan Analisa, (Jakarta: 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama, 2015),42.” 
33 
 
Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
menurut “UUD 1945” memberikan keleluasaan kepada “daerah untuk 
menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi 
daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-
prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, 
serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Oleh 
karena itu, otonomi daerah diselenggarakan dengan memberikan 




Otonomi berarti “suatu kondisi atau ciri untuk tidak bisa 
dikontrol oleh kekuatan luar ataupun pihak lain. Otonomi juga berarti 
bentuk Pemerintahan itu sendiri (self government), yakni hak untuk 
memerintah atau menentukan nasib sendiri (the rigth of self 
government, self determination). Pemerintah sendiri ini perlu 
dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol oleh pihak lain 
terhadap fungsi Daerah (local internal affairs) atau terhadap 
minoritas suatu bangsa. Jadi, Pemerintahan Otonomi berarti 
kebebasan untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan 
hidup maupun mencapai tujuan hidup secara adil (self determination, 
self suffieciency, self reliance). Juga Pemerintahan Otonomi berarti 
memiliki supremasi atau dominasi kekuasaan (supremacy of 
                                                          
28
“Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), 30.” 
34 
 
authority) atau hukum (rule) yang dilaksanakan sepenuhnya oleh 
pemegang kekuasaan di Daerah.
29
 
2. Sejarah Otonomi Daerah 
“Hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah dalam organisasi 
negara berlangsung sejak pada masa Hindia Belanda. Pada mulanya 
Hindia Belanda tidak menganut penyelenggaraan desentralisasi. 
Menurut Reglement op het Beleid der Regering van Nederlandsch 
Indie (S.1855/2), Hindia Belanda adalah “gecentraliseerd geregeerd 
land” disertai dekosentrasi. Dalam rangka dekosentrasi tersebut, 
daerah atau wilayah administrasi yang disusun secara hierarkis 
dibentuk dalam naungan pejabat pemerintah. Daerah administrasi 




“Pemerintah yang terpusat tersebut tidak dapat bertahan lama. 
Berbagai faktor mendorong pemerintah Kerajaan Belanda menetapkan 
Wethoudende Decentralisatie van het Bestuur in Nederlandsch Indie 
(S.1903/329). Dengan Undang-undang tersebut berikut peraturan 
pelaksanaannya, dibentuk daerah otonom. Pembentukan daerah 
otonom dilakukan di wilayah gewest dan bagian gewest yang bercorak 
                                                          
29
“Martin Jimung, Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah, 
(Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2005),  38-39.” 
30
“Soetandyo Wignosubroto, dkk, Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun, 
(Jakarta: Institute for Local Development, 2005), 202.” 
35 
 
perkotaan. Daerah otonom perkotaan pada saat itu disebut gemeente. 
Sejak saat itu terjadi hubungan kewenangan Pusat dan Daerah.
31
” 
“ Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, penerapan 
asas desentralisasi dilakukan“melalui pembentukan daerah-daerah 
otonom. Istilah otonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu 
autos (sendiri), dan nomos (peraturan) atau „undang-undang‟. Oleh 
karena itu, otonomi berarti peraturan sendiri atau undang-undang 
sendiri, yang selanjutnya diartikan menjadi pemerintahan sendiri.
32
” 
       Tujuan utama dari kebijakan desentralisasi yang digulirkan Tahun 
1999 dengan ditetapkannya “Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999” 
adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak 
perlu dalam menangani urusan dalam negeri, sehingga berkesempatan 
untuk mempelajari, memahami, merespons berbagai kecenderungan 
global dan mengambil manfaatnya. Pada saat yang sama, pemerintah 
pusat diharapkan lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan 
kebijakan nasional untuk mencapai strategi. Selain itu, dengan 
desentralisasi kewenangan pemerintah ke daerah, daerah akan 
mengalami proses  pemberdayaan yang signifikan. Kemampuan 
kreativitas dan inisaitif pemerintah daerah akan terpacu sehingga 
dalam mengatasi berbagai masalah daerah akan semakin kuat dan 
                                                          
31
“Op.cit, 202-203.”   
32
“Dharma Setyawan Salam, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber 
Daya, (Jakarta : Djambatan,  2007), 88.” 
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mampu. Dalam sistem otonomi, mereka ditantang untuk secara kreatif 
menemukan solusi-solusi atas berbagai masalah yang dihadapi.
33
 
“Pada masa lalu, banyak permasalahan di daerah yang tidak 
tertangani secara baik karena keterbatasan kewenangan pemerintah 
daerah di bidang itu. Setelah lahirnya “Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 1999,” pemerintah dan masyarakat daerah diberikan 
kewenangan untuk mengurus sendiri urusan rumah tangganya secara 
bertanggung jawab. Pemerintah pusat tidak lagi mematronase, apalagi 
mendominasi mereka. Dalam konteks desentralisasi ini peran 
pemerintah pusat terhadap pelaksanaan otonomi daerah yaitu 
memantau, meninjau, mengawasi serta memberikan penilaian terhadap 
pelaksanaan otonomi daerah. Peran ini tentunya tidak ringan, tetapi 
juga tidak membebani daerah secara berlebihan. Oleh karena itu, 
diperlukan perpaduan yang efektif serta kepemimpinan yang kuat dan 
tujuan yang jelas dalam rangka penyelenggaraan otonomi dari 
pemerintah pusat. Kemudian dengan keleluasaan inisiatif dan kreasi 
yang berada pada pemerintah daerah.” 
3. Tujuan Otonomi Daerah 
Otonomi daerah, sebagai “salah satu bentuk desentralisasi 
pemerintahan, pada hakikatnya ditujukan untuk memenuhi 
kepentingan bangsa secara keseluruhan, yaitu upaya untuk lebih 
mendekati tujuan-tujuan penyelenggaraan pemerintahan untuk 
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“Sahya Anggara, Perbandingan Administrasi Negara, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), 243.” 
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mewujudkan cita-cita masyarakat yang lebih adil dan lebih makmur. 
Pemberian, pelimpahan, dan penyerahan sebagian tugas-tugas.
34
”  
Pembangunan “daerah diarahkan untuk memacu pemerataan 
pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif 
masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah yang 
nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, serta memperkuat 
persatuan dan kesatuan bangsa.” 
           “Berdasarkan konsep otonomi daerah yang tercermin dalam 
persamaan pendapat dan kesepakatan para pendiri negara tentang 
perlunya desentralisasi dan otonomi daerah, ditegaskan bahwa tujuan 
pemberian otonomi kepada daerah setidak-tidaknya akan meliputi 4 
aspek sebagai berikut :
35
” 
a. Dari“segi politik untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi 
dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri, 
maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional 
dalam rangka pembangunan dalam proses demokrasi di lapisan 
bawah.” 
b. Dari“segi manajemen pemerintahan untuk meningkatkan daya guna 
dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam 
memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas 
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jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan 
masyarakat.” 
c. Dari“segi kemasyarakatan, untuk meningkatkan partisipasi serta 
menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha 
pemberdayaan (empowerment) masyarakat, sehingga masyarakat 
semakin mandiri, dan tidak terlalu banyak bergantung pada 
pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam 
proses penumbuhannya.” 
d. Dari“segi ekonomi pembangunan untuk melancarkan pelaksanaan 
program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang 
semakin meningkat.” 
Menurut Josep Riwu Kaho, (dalam Yoyon Bahtiar Irianto, 
Otonomi 1999: 89) otonomi daerah urgen untuk dilaksanakan 
dikarenakan beberapa alasan berikut:
36
 
a. Merujuk“pada sudut politik sebagai permainan kekuasaan (game 
teori), desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan 
kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat 
menimbulkan tirani.” 
b. Merujuk ”dalam bidang politik, “penyelenggaraan desentralisasi 
dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat 
                                                          
36
“Ani Sri Rahayu, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya, 
(Jakarta : Sinar Grafika, 2018), 21.” 
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ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam 
mempergunakan hak-hak” demokrasi.” 
c. Merujuk“ pada””sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan 
mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah semata-
mata untuk mencapai sesuatu pemerintah yang efisien. Apa yang 
dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat, 
pengurusannya diserahkan kepada daerah.”” 
d. Merujuk “pada “sudut kultural, desentralisasi perlu diadakan 
supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpuhkan pada kekhususan 
suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan 
ekonomi, watak kebudayaan, dan latar belakang sejarah.”” 
e. Merujuk“pada sudut kepentingan pembangunan ekonomi, 
desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih 
banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.” 
           Visi otonomi daerah dapat dirumuskan dalam tiga ruang 
lingkup interaksinya yang “utama, yaitu politik, ekonomi, serta 
sosial dan budaya. Di bidang politik, karena otonomi daerah adalah 
buah dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi, ia harus 
dipahami sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya 
kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, 
memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan 
yang responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, dan 
memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan yang taat 
40 
 
pada asas pertanggung jawaban publik. Demokratisasi pemerintah 
juga berarti transparansi kebijakan.” Artinya, untuk setiap kebijakan 
yang diambil, harus jelas siapa yang memprakarsai kebijakan itu, 
apa tujuannya, berapa ongkos yang dipakai, siapa yang akan 
“bertanggung jawab jika kebijakan tersebut gagal. Otonomi daerah 
juga berarti kesempatan membangun struktur pemerintah yang 
sesuai dengan kebutuhan daerah, membangun sistem dan pola 
karier politik dan administratif yang kompetitif, serta 
mengembangkan sistem manajemen pemerintahan yang efektif.
37
” 
        “Di bidang ekonomi, otonomi daerah pada satu pihak harus 
menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di 
daerah, dan pada pihak lain membuka peluang bagi pemerintah 
daerah untuk mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk 
mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya. 
Dalam konteks ini otonomi daerah akan memungkinkan lahirnya 
berbagai prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas 
investasi, memudahkan proses perizinan usaha, dan membangun 
berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di 
“daerahnya. Dengan demikian, otonomi daerah akan membawa 
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“ ”Di bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus dikelola 
sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara harmoni sosial 
dan pada saat yang sama memelihara nilai-nilai lokal yang 
dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat 
merespons dinamika kehidupan di sekitarnya.
39
” 
               Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahannya 
dilaksanakan berdasarkan asas otonomi daerah yang bermakna 
wewenang, hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat, sesuai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut 
mengandung arti bahwa pemerintah pusat tidak mungkin 
menyelenggarakan dengan sebaik-baiknya urusan pemerintahan 
yang menjadi urusannya untuk kepentingan pelayanan umum 
pemerintahan dan kesejahteraan rakyat di semua daerah. Melihat 
kondisi geografis, sistem politik,hukum, sosial, dan  budaya, sangat 
beraneka ragam dan bercorak, di sisi lain NKRI yang terdiri dari 
daerah-daerah kepulauan dan wilayah negara yang sangat luas. 
Oleh sebab itu, kebijakan otonomi daerah sangat tepat diberikan 
karena mencakup hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang 
daerah itu sendiri dapat melaksanakannya. Sehingga terciptanya 
masing-masing daerah yang mampu dan mandiri dalam 










    Desentralisasi merupakan kewenangan pemerintah pusat yang 
dilimpahkan kepada daerah otonom. Dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi, urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan 
kepada daerah pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab 
daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan 
kepada daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, 
perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi 




   Dekosentrasi merupakan kewenangan pemerintah pusat yang 
dilimpahkan kepada pemerintah daerah dan instansi serta perangkat 
daerah yang membantu kerja pemerintah daerah.
42
 Tidak semua urusan 
pemerintahan pusat dapat diserahkan kepada daerah berdasarkan 
desentralisasi, maka urusan-urusan itu dilaksanakan oleh perangkat 
Pemerintah Pusat yang ada di daerah melalui dekosentrasi. 
      Urusan-urusan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada pejabat-
pejabatnya yang ada di daerah melalui dekosentrasi itu tetap menjadi 
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tanggung jawab Pemerintah Pusat baik mengenai perencanaan, 
pelaksanaan, maupun pembiayaan. Unsur pelaksanaannya adalah 
instansi-instansi vertikal yang secara operasional dikoordinasi oleh 




6. Tugas Pembantuan (Medebewind) 
    Menyatakan bahwa pemerintah daerah memberi kewenangan 
penugasan terhadap tingkatan di bawahnya.
44
 Tidak semua urusan 
Pemerintah Pusat dapat diserahkan kepada daerah, tetapi tetap 
merupakan urusan Pemerintah Pusat. Jika semua urusan itu 
dilaksanakan secara dekosentrasi akan sangat berat mengingat 
terbatasnya kemampuan perangkat Pemerintah Pusat di daerah, dan 
ditinjau dari segi daya guna dan hasil guna kurang dapat 
dipertanggungjawabkan apabila urusan-urusan Pemerintah Pusat di 
daerah harus dilaksanakan sendiri oleh perangkatnya yang ada di 
daerah. Hal ini akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar 
jumlahnya. 
         Atas dasar pertimbangan tersebut maka pelaksanaan urusan 
pemerintahan Pusat dapat dilaksanakan dengan asas tugas 
pembantuan. Dalam asas tugas pembantuan ini penentuan 
kebijaksanaan, perencanaan dan pembiayaan tetap berada di 
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B. Asas Pemerintahan Yang Baik 
Asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara yang Baik berdasarkan Undang-
Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan meliputi :
46
 
1. Asas Kepastian Hukum 
Merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan 
peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap 
kebijakan penyelenggara negara. 
2. Asas Ketidakberpihakan 
Merupakan asas yang mewajibkan Badan/ Pejabat Pemerintahan dalam 
menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan 
mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak 
diskriminatif. 
3. Asas Kepentingan Umum 
    Merupakan asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara 
aspiratif, akomodatif, dan selektif. 
4. Asas Keterbukaan 
Yakni terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang 
benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan 
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tetap memperhatikan perlindungan atas asasi pribadi, golongan, dan rahasia 
negara.  
5. Asas Kemanfaatan 
  Merupakan asas yang manfaatnya harus diperhatikan secara seimbang antara;  
kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, 
kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan 
masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat satu dengan 
kepentingan masyarakat kelompok yang lain, kepentingan pemerintah dengan 
warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan 
generasi mendatang, kepentingan pria dan wanita, kepentingan manusia dan 
ekosistemnya. 
6. Asas Pelayanan Yang Baik 
   Merupakan asas yang memberikan pelayanan yang prosedur, tepat waktu,dan 
biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
7. Asas Kecermatan  
Merupakan asas bahwa keputusan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau 
tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk 
mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau 
tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan 
dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut       
ditetapkan dan/atau dilakukan.  
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8. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan 
    Merupakan asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan 
pribadi atau kepentingan yang lain yang tidak sesuai dengan tujuan 
pemberian kewenangan tersebut, tidak menyalahgunakan, tidak melampaui, 
dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.  
  
C. Teori Pembagian Kekuasaan 
      “Teori pembagian kekuasaan dianggap penting karena pada dasarnya 
keberadaan pemerintah pusat dan daerah berawal dari adanya pembagian 
kekuasaan negara.” 
1.    Macam-macam pembagian kekuasaan 
  “Dikenal dua pola pembagian kekuasaan negara secara teoritis yakni 
pembagian kekuasaan negara secara horizontal dan pembagian 
kekuasaan secara vertikal.” 
a. Pembagian“kekuasaan negara secara horizontal adalah pembagian 
kekuasaan negara kepada Lembaga Negara yang merupakan organ 
utama dari negara. Ada beberapa teori yang membahas masalah 
ini diantaranya adalah dari John Locke dan Montesqueu.” 
b. Sedangkan“”yang dimaksud dengan Pembagian kekuasaan negara 
secara vertikal adalah pembagian kekuasaan negara antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam konteks 
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hubungan pusat dan daerah, dan yang berhubungan dengan 
penelitan ini adalah pembagian kekuasaan negara secara vertikal.”” 
2. Konsep Pembagian Kekuasaan di Indonesia 
“Salah satu aspek penting yang memegang peranan dalam 
penerapan konsep negara hukum yakni pembagian kekuasaan. 
Kekuasaan yang tersebar pada beberapa lembaga negara menciptakan 
adanya keseimbangan (checks and balances of power) dan menepis 
adanya absolutisme kekuasaan. Dalam penyebaran kekuasaan tersebut 
memerlukan suatu regulasi supaya penerapan kekuasaan dapat 




“Penerapaan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua 
bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian 
kekuasaan secara vertikal.”“Berdasarkan “Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara horizontal pembagian 
kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan 
pemerintahan daerah yang masing-masing didalamnya terdapat tiga 
jenis kekuasaan inti yaitu, eksekutif, legislatif dan yudikatif.” 
 Sedangkan pada kekuasaan vertikal, terdapat dalam Pasal 18 Ayat 
(1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik 
Indonesia dibagi atas daerah-daerah, yang tiap-tiap daerah Provinsi, 
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Kabupaten, dan Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur 
dengan Undang-Undang. Dan Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945 yang 
menyatakan bahwa, pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah 
seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang 
ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.”  
“Indonesia mengenal dua jenjang pemerintahan sebagai Negara 
Kesatuan, yakni“pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang 
disertai dengan asas desentralisasi. UUD 1945 Pasal 1 Ayat 1 dan 
Pasal 18,”baik secara teori maupun ketentuan-ketentuan “UUD 1945,” 
tidak menganut “pemusatan kekuasaan secara sentralistik. 
Pembentukan UU, pemerintah daerah, kekuasaan negara dibagi kepada 
daerah melalui desentralisasi kekuasaan.”” 
        “”Hubungan“antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
dijelaskan”pada “UUD 1945 Bab VI Pasal 18A” sebagai berikut.
48
”” 
a. Pasal 18A ayat (1) UUD 1945: hubungan wewenang antara  
pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan 
kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-
undang, dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman 
daerah.” 
b..Pasal 18A ayat (2) UUD 1945: hubungan keuangan, pelayanan   
umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya 
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antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan 
dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.”  
3. Tujuan Pembagian Kekuasaan 
          Pada dasarnya tujuan pembagian kekuasaan negara dilakukan 
“untuk membatasi kekuasaan negara atau pemerintah agar tidak adanya 
kesewenang-wenangan dalam bertindak. Demikian halnya dengan 
pembagian kekuasaan secara vertikal yang bertujuan untuk adanya 
pembatasan kekuasaan antara pemerintah pusat terhadap pemerintah 
daerah. Melalui adanya pembagian kekuasaan secara vertikal, 
kesewenang-wenangan pemerintah pusat dapat dicegah terhadap 
daerah.” 
     “Konsep pembagian kekuasaan secara vertikal yang berdasarkan 
pada asas desentralisasi, melahirkan pemerintahan daerah yang 
otonom. Pola pembagian kekuasaan tersebut tentunya menjadi dasar 
dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam 
menyelengggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas 
otonomi dan tugas pembantuan.”Dalam konsep pelaksanaan wewenang 
pemerintahan, dalam kepustakaan hukum tata negara/ hukum 
administrasi, badan atau pejabat tata usaha negara memperoleh 
wewenang untuk melaksanakan pemerintahan dapat dilihat dari sudut 
prosedur  dan substansi pemberian wewenang yang bertumpuh pada 3 
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   “Tanpa pembagian kekuasaan negara secara vertikal, pemerintahan 
daerah otonom tidak mungkin ada, yang berarti penyerahan 
kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau desentralisasi tidak ada. 
Penyerahan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah itu terjadi karena adanya pembagian kekuasaan secara vertikal.” 
        “Dengan penyerahan kewenangan tersebut bermakna Pemerintah 
Pusat kekuasaannya dibatasi untuk tidak mengatur dan mengurus 
kewenangan yang telah diserahkan kepada daerah otonom tersebut. 
Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kehadiran pemerintahan daerah 
(desentralisasi) ini sangat diperlukan.” 
   “Alexis de Tocqueville berpendapat bahwa kehadiran lembaga 
pemerintahan tingkat daerah tidak dapat dipisahkan dari semangat 
kebebasan :”a nation may establish a system of free government but 
without a spirit municipal institutions it can not have the spirit of 
liberty”.
50
 Kebebasan merupakan salah satu karakteristik kedaulatan 
rakyat. Dengan demikian suatu pemerintahan yang merdeka tetapi 
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tanpa disertai oleh semangat untuk membangun lembaga pemerintahan 
tingkat daerah tidaklah akan mempunyai semangat kebebasan. Salah 
satu alasan dianutnya desentralisasi adalah untuk mencegah 




     Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan 
pemerintah di daerah, terutama dalam meningkatkan kestabilan politik 
dan kesatuan bangsa serta implementasi kepada masyarakat. Maka 
otonomi diberikan kepada daerah.
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D. Teori Hukum ROCCIPI 
“Untuk memperoleh sebuah peraturan perundang-undangan yang baik, 
maka dalam penyusunan Naskah Akademik sangat penting 
memperhatikan agenda ROCCIPI. Agenda ROCCIPI disusun melalui 
jangka waktu yang panjang oleh tiga pakar perancangan peraturan, yakni 
Robert B.Seidman, Aan Seidmen, dan Nalin Abeyesekere.
53
”   
 
ROCCIPI merupakan singkatan dari 7 kategori  yaitu:
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1) Rule (Peraturan) 
Ketika seseorang memutuskan untuk patuh atau tidak patuh 
terhadap suatu peraturan, dia tidak hanya berhadapan dengan suatu 
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peraturan. Apalagi hanya satu atau dua pasal. Seseorang dihadapkan 
dengan banyak peraturan yang bisa saja tumpang tindih antara satu 
dengan yang lainnya. Berbagai peraturan yang ada bisa ditafsirkan 
sesuka hati masing-masing orang. 
2) Opportunity (Kesempatan/ peluang) 
             Sebuah peraturan secara tegas melarang perilaku tertentu, 
namun jika terbuka kesempatan untuk tidak mematuhinya, orang 
akan dengan mudah melakukan perilaku bermasalah. 
3) Capacity (Kemampuan) 
Seseorang tidak dapat diperintahkan dengan peraturan untuk 
melakukan sesuatu yang dia tidak mampu. Dengan demikian kita 
harus mengetahui kondisi-kondisi yang berada dalam diri orang yang 
menjadi subyek peraturan. Kemampuan dalam diri orang dapat 
dirinci kedalam kemampuan politik, ekonomi, dan sosial budaya. 
4) Communication (Kemampuan) 
Media komunikasi yang digunakan tidak menentu, bahkan 
kacaunya pengumuman peraturan karena disengaja, supaya 
masyarakat tidak tahu cacat yang ada dalam suatu peraturan. 
5) Interest (Kepentingan) 
Interest terkait dengan manfaat bagi pelaku peran (pembuat 
peraturan maupun yang akan terkena). Kepentingan ini bisa terdiri 




6) Process (Proses) 
           Proses bagi pelaku peran untuk memutuskan apakah akan 
memenuhi atau tidak akan mematuhi peraturan perundang-undangan. 
7) Ideology (Nilai dan Sikap) 
Kategori ini secara umum diartikan sebagai kumpulan nilai 
yang dianut oleh suatu masyarakat untuk merasa, berpikir, dan 
bertindak.  
E. Teori Hukum Regulatory Impact Analysis (RIA) 
    Dalam salah satu panduan yang diterbitkan Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) menjelaskan bahwa 
RIA sebagai suatu proses yang secara sistematik mengidentifikasi dan 
menilai dampak yang diinginkan dari suatu pengajuan undang-undang 
dengan metode analisa yang konsisten seperti benefit-cost analysis. 
Tujuan dari RIA yakni mengidentifikasi semua kemungkinan kebijakan 
yang mempengaruhi dalam mencapai tujuan kebijakan.
55
  
   Regulatory Impact Analysis (RIA) merupakan suatu alat yang 
penting untuk menilai dampak regulasi. RIA digunakan untuk menguji 
dan mengukur kemungkinan manfaat, biaya dan efek dari peraturan baru 
atau yang sudah ada.
56
 
  Metode Regulary Impact Analysis di Indonesia dikembangkan 
terutama oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas). 
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, bersama dengan beberapa kementrian/lembaga lain, 
Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Kementrian PPN/Bappenas) telah berperan aktif 
dalam mengembangkan dan mensosialisasikan metode RIA. Salahsatu 
langkah paling penting yang dilakukan adalah menyusun dan 
meluncurkan buku panduan pelaksanaan metode RIA pada tahun 2009 
dengan dukungan beberapa lembaga donor melalui The Asia Foundation. 
Dengan adanya buku panduan tersebut, berbagai pihak khususnya instansi 
pemerintah baik pusat maupun daerah dapat mengenal lebih jauh metode 
RIA. 
  Regulatory Impact Analysis (RIA) menurut Bappenas merupakan 
proses analisis dan pengkomunikasian secara sistematis terhadap 
kebijakan, baik kebijakan baru maupun kebijakan yang sudah ada. Poin 
penting dari definisi ini yaitu:
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1.)  Metode RIA mencakup kegiatan analisis dan pengkomunikasian; 
2.)  Obyek metode RIA adalah kebijakan, baik berbentuk peraturan 
ataupun non peraturan; 
3.)  Metode RIA dapat diterapkan untuk kebijakan baru maupun untuk 
kebijakan yang sudah ada.    
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OECD telah menetapkan 10 pertanyaan yang menjadi standar baku 
dalam menggunakan RIA, antara lain :
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1) Apakah masalahnya didefinisikan dengan benar ? 
   Masalah yang akan dipecahkan harus dinyatakan secara tepat, 
memberikan bukti dari sifat dan besarnya, dan menjelaskan mengapa 
hal tersebut muncul (mengidentiifikasi entitas insentif yang terkena). 
2) Apakah tindakan pemerintah sudah tepat ? 
Intervensi pemerintahan harus didasarkan pada bukti eksplisit 
bahwa tindakan pemerintah dibenarkan, mengingat sifat dari 
masalah, kemungkinan manfaat dan biaya tindakan (berdasarkan 
penilaian yang realistis efektivitas pemerintah), dan mekanisme 
alternatif untuk mengatasi masalah. 
3) Apakah regulasi merupakan tindakan terbaik pemerintah ? 
Pada awal proses regulasi, regulator harus melakukan 
perbandingan berbagai instrumen kebijakan baik peraturan maupun 
non peraturan, berdasarkan masalah-masalah yang relevan seperti 
biaya, manfaat, efek distribusi dan persyaratan administrasi. 
4) Apakah peraturan ada dasar hukumnya ? 
Proses peraturan harus terstruktur sehingga semua keputusan 
peraturan ketat menghormati, “rule of law”, itu adalah, tanggung 
jawab harus jelas untuk memastikan bahwa semua peraturan yang 
diperkenankan oleh peraturan tingkat yang lebih tinggi dan konsisten 
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dengan kewajiban perjanjian internasional, dan sesuai dengan 
prinsip-prinsp hukum yang relevan seperti kepastian, proporsionalitas 
dan persyaratan prosedural yang berlaku.  
5)  Berapa tingkatan birokrasi pemerintah yang dilibatkan untuk 
koordinasi regulasi ini ? 
Regulator harus memilih tingkat yang paling tepat dari 
pemerintah untuk mengambil tindakan, atau jika ada beberapa 
tingkatan yang terlibat, harus merancang sistem yang efektif 
koordinasi anatar tingkat pemerintahan.  
6) Apakah regulasi bermanfaat dibanding biayanya ? 
Regulator harus memperkirakan total biaya dan manfaat yang 
diharapkan dari setiap peraturan usulan dan alternatif, dan harus 
membuat perkiraan tersedia dalam format yang dapat diakses para 
pengambil keputusan. Biaya tindakan pemerintah harus dapat 
dibenarkan oleh manfaat sebelum tindakan diambil. 
7) Apakah distribusi di masyarakat dampaknya akan transparan ? 
Regulator harus membuat transparan peraturan distribusi biaya 
dan manfaat di kelompok-kelompok sosial. 
8) Apakah peraturan tersebut jelas, konsisten, dipahami dan diakses 
oleh pengguna ? 
Regulator harus menilai apakah peraturan akan mungkin 
dipahami oleh pengguna, dan untuk itu harus mengambil langkah-
57 
 
langkah untuk memastikan bahwa struktur teks dan aturan sejelas 
mungkin. 
9) Apakah semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan 
yang sama untuk menyampaikan pandangan mereka ? 
     Peraturan harus dikembangkan secara transparan dan terbuka, 
dengan prosedur yang tepat yang efektif dan tepat waktu masukan 
dari pihak-pihak yang berkepentingan. 
10)  Bagaimana kepatuhan terhadap regulasi dapat dicapai ? 
    Regulator harus menilai insentif dan lembaga-lembaga melalui 
peraturan yang akan berlaku, dan harus merancang strategi 
pelaksanaan tanggap yang membuat penggunaan terbaik dari mereka. 
G. Pandangan Siyasah Syar’iyyah tentang Pembagian Kekuasaan 
Pemerintahan 
“Siyasah menurut bahasa berasal dari kata  berarti   سٍاست -ٌسىس  –ساس  
“mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.” 
Berdasarkan makna harfiah kata siyasah dapat diartikan pemerintah, 
pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, 
perekayasaan, dan arti lainnya.
60
   
 
     “Siyasah Syar‟iyyah secara etimologi berasal dari kata Syara‟a yang 
berarti sesuatu yang bersifat Syar‟i atau bisa disebut sebagai peraturan 
atau politik yang bersifat syar‟i. Sedangkan menurut Ibnu Aqil secara 
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terminologi berarti sesuatu tindakan yang secara praktis membawa 
manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.
61
” 
      
 “Menurut „Abd al Wahhab Khallaf Siyasah Syar‟iyyah adalah 
kewenangan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang dikehendaki 
demi kemaslahatan, melalui aturan yang tidak bertentangan dengan 
agama, meskipun tidak ada dalil tertentu. Pengertian ini bermakna luas 
menyangkut hukum ketatanegaraan yang bersumber pada syariah. 
Sebagaimana „Abd al-Rahman Taj menjelaskan, dasar pokok siyasah 
syar‟iyyah adalah wahyu atau agama. Nilai dan norma transedental 
merupakan dasar bagi pembentukan peraturan yang dibuat oleh institusi-
institusi kenegaraan yang berwenang.” Syariah merupakan sumber yang 
pokok bagi kebijakan pemerintah yang “mengatur berbagai macam urusan 
umum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sumber yang lain 
yakni manusia sendiri dan lingkungannya. Peraturan-peraturan yang 
bersumber pada lingkungan manusia sendiri.” Jadi, wahyu (agama) dan 





“Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus 
sesuai dengan semangat syari‟at. Kebijakan politik yang dikeluarkan 
pemegang kekuasaan disebut Siyasah Wad‟iyah.” Siyasah Wad‟iyah” 
                                                          
61
“Wahbah Zuhaily, Ushul Fiqh kuliyat da’wah al islami (Jakarta: RadarJaya Pratama, 1997), 89.” 
62
“Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum 
Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 40.” 
59 
 
adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat manusia (pemerintah) 
yang bersumber pada manusia sendiri dan dengan pertimbangan 
lingkungannya” atau tidak berasal dari wahyu, seperti pendapat para 
pakar, pertimbangan adat, dan aturan-aturan yang dilestarikan secara 
turun temurun.  
 
“Namun, siyasah wad‟iyah harus tetap diseleksi dan diukur dengan 
kerangka wahyu. Jika ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan 
semangat wahyu, maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat 
dikatakan sebagai siyasah syar‟iyyah dan tidak boleh untuk diikuti. 
“Untuk mengukur suatu kebijakan pemerintah sesuai dengan syariat atau 
tidak, dapat dilakukan dengan menentukan apakah siyasah wad‟iyah yang 
bersumber dari manusia dan lingkungan itu termasuk bagian siyasah 
syar‟iyyah adalah sebagai berikut:”” 
a. “Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari‟at Islam.” 
b. “Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan 
pemerintah.” 
c. “Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya.”  
d. “Menciptakan keadilan dalam masyarakat.” 
e. “Menciptakan kemaslahatan atau menolak  kemudharatan.63”  
 
“Berdasarkan kriteria hukum diatas dapat disimpulkan bahwa suatu 
produk hukum atau kebijaksanaan politik dalam sebuah negara dapat 
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menjadi Siyasah Syar‟iyyah jika sesuai dengan prinsip-prinsip syari‟at 
dan menghargai hak-hak asasi manusia.
64
  Dikarenakan hukum Islam 
sangat memperhatikan hak dari setiap individu masyarakat serta 
berusaha menciptakan rasa adil dan damai.” 
 
“Dalam Surat An-Nisa‟ ayat 58 yang berbunyi :”  
   ۚ ِل  َ النَّاِس َأنع ََتعُكُموا بِ العَعدع ُتمع بَ نيع ِلَها َوِإَذا َحَكمع ََمانَاِت ِإىَلٰ َأىع ِإنَّ اللََّو يَأعُمرُُكمع َأنع تُ َؤدُّوا األع
يًعا َبِصريًا ۚ   ِإنَّ اللََّو َكاَن َسَِ ا يَِعُظُكمع بِِو   ِإنَّ اللََّو نِِعمَّ
Artinya : 
““Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar menyampaikan amanah 
kepada mereka yang berhak menerimanya, dan memerintahkan apabila 
kamu menetapkan hukum diantara manusia agar kamu menetapkan dengan 
adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya 
kepada kamu dan sungguh Allah itu Dzat yang Maha Mendengar lagi 
Maha Mengetahui.”” 
 
      Ayat diatas berkenaan dengan pemerintahan dan kepemimpinan dalam 
memelihara amanah dan menegakkan keadilan. Karena itu, “dalam 
mengurus kepentingan umat, pemegang kekuasaan dalam menetapkan 
pejabat negara harus mengutamakan orang-orang yang” memiliki 
kecakapan dan kemampuan.  





Sedangkan“pada surat an-Nisa ayat 59 “ 
ُتمع  ۚ   فَِإنع تَ َناَزعع ِر ِمنعُكمع  َمع يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللََّو َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِل األع
َسُن  ٌر َوَأحع ِلَك َخي ع ِخرِ  ذَٰ ِم اآلع ِمُنوَن بِاللَِّو َوالعيَ وع ٍء فَ ُردُّوُه ِإىَل اللَِّو َوالرَُّسوِل ِإنع ُكنعُتمع تُ ؤع يف َشيع
 تَأعِوياًل  
Artinya : 
“Hai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah 
kepada Rasul-Nya dan kepada pemimpin kamu, maka jika kamu berbeda 
pendapat tentang sesuatu maka kembalikan hal itu kepada Allah dan 
Rasul-Nya,  jika kamu beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang 
demikian itu merupakan sikap terbaik.”  
 
 “Dengan memerhatikan dua“ayat diatas, setidaknya ada empat poin 
penting yang harus diperhatikan dalam kehidupan masyarakat dan negara. 
Empat poin tersebut, antara lain sebagai berikut :
65
” 
a. Demi“terciptanya kehidupan bernegara yang serasi, para pemimpin 
negara hendaknya merealisasikan amanah dengan sebaik-baiknya, 
karena jabatan itu sebenarnya amanah atau titipan, pada suatu hari 
jabatan tersebut akan dikembalikan kepada negara atau paling tidak 
dilakukan roling posisi dengan berbatas waktu.” 
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b. Bertindak“adil dalam mengambil keputusan terkait sengketa atau 
konflik antara sesama anggota masyarakat. Dalam arti tidak memihak 
secara sepihak, tetapi berdasarkan kebenaran fakta dan objektivitas.” 
c. Rakyat“diperintahkan supaya taat, tidak saja kepada Allah dan Rasul-
Nya, tetapi juga kepada para pemimpin (ulil amri). Dan melakukan 
semua perintah para pemimpin tersebut selama tidak memerintahkan 
berbuat jahat, maksiat, dan tindakan yang dilarang agama. Kata 
kuncinya adalah selama pemimpin tidak memerintahkan berbuat hal-
hal yang dilarang agama, jika para pemimpin memerintahkan hal-hal 
yang bertentangan agama, maka rakyat tidak wajib taat kepada 
mereka.” 
d. Dalam“hal terjadi perbedaan pendapat dalam suatu masalah antara 
sesama, maka dalam rangka meminimalisir atau bahkan untuk 
penyelesaian masalah, hendaknya kembali kepada Allah (Al-Qur‟an) 
dan Rasul-Nya (Sunnah Rasul).” 
 
“Politik Islam merupakan suatu keharusan menjalankan 
amanah bagi pemegang kekuasaan/ pemerintah, dalam mengatur/ 
mengeluarkan  kebijakan umum, mengendalikan dan mengambil 







HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Kewenangan Pengelolaan Minerba Daerah Setelah Berlakunya“UU 
Nomor 3 Tahun 2020” 
  
Pemerintah bersama dengan  DPR RI pada tanggal 12 Mei 2020 
melalui  persetujuan bersama “telah menetapkan Rancangan Undang-
Undang tentang” Perubahan “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara” menjadi “Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2020” pada tanggal 12 Mei 2020,  perubahan tersebut 
meliputi, perubahan : 
1.   Bab terdiri dari 28 bab (2 bab baru) 
2.   Pasal yang berubah terdiri dari 83 pasal 
3.   Pasal tambahan atau baru terdiri dari 52 pasal 
4.   Pasal yang dihapus terdiri dari 18 pasal 
5.   Jumlah total pasal 209 pasal  
 
“ UU Nomor 3 Tahun 2020” sangat terlihat menerapkan sistem 
sentralisasi dibanding “UU Nomor 4 Tahun 2009” yang cenderung 
menganut desentralisasi. Perubahan yang terjadi dalam “UU Nomor 4 
Tahun 2009” menjadi “UU Nomor 3 Tahun 2020” lebih dari 80% 
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perubahan. “UU Nomor 3 Tahun 2020”merupakan“Rancangan Undang-
Undang inisiatif dari DPR yang penyusunan drafnya mulai dari DPR 
periode 2014-2019 sampai masa jabatan DPR periode sebelumnya”berakhir 
pada “bulan September 2019 belum dilakukan pembahasan Daftar 
Inventarisasi Masalah (DIM) RUU” ini.  
 
Urusan pemerintah daerah bidang Minerba ditarik/ dihilangkan. Serta 
kewenangan perizinan pemerintah provinsi dihapus (Pasal 7, Pasal 35 UU 
Minerba 2020). Walaupun nanti pemerintah pusat akan mendelegasikan 
perizinan melalui PP/Permen akan tetapi jika dilihat dalam UU ini semua 
perizinan ditarik ke pemerintah pusat. Dalam“hal ini  bertentangan dengan 
Pasal 18A UUD 1945.”Dan pemerintah provinsi sama sekali tidak punya 
kewenangan berdasarkan UU yang baru ini jika dilihat dari batas-batas 
kewenangan. Tetapi, “Pemerintah Daerah diwajibkan menjamin tidak ada 
perubahan pemanfaatan ruang dan Kawasan sebagaimana” terdapat dalam : 
 
“Pasal 17A UU Nomor 3 Tahun 2020”  
(1) “Penetapan WIUP Mineral logam dan WIUP Batubara sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan setelah memenuhi kriteria 
pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha 
Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.”” 
(2) “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada 
perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP 
Batubara yang telah ditetapkan.”” 
(3) “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan 
perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan 
kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUP Mineral Logam dan 
WIUP Batubara yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi 
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persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.”   
 
 
“Dan Pasal 172B UU Minerba 2020 yang berbunyi:” 
(1) “WIUP,WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya dalam 
bentuk IUP, IUPK, atau IPR wajib didelineasi sesuai dengan 
pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha 
Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.” 
(2) “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak 
ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang 
telah diberikan izinnya.” 
 
 
  Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan lain yang 
diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Usaha 
Pertambangan pada WIUP.” 
 
“Kewenangan yang adil dan selaras dalam pemanfaatan sumber 
daya alam sebagaimana tertuang dalam  Pasal 18A ayat (2) UUD 
1945 begitu tidak nampak. Seluruh kewenangan di bidang 
pertambangan mineral dan batubara ditarik ke pemerintah pusat. 
Memang terdapat janji didelegasikan, namun secara konstitusional, 
Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945 mengatur bahwa desentralisasi 
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     Dalam pembahasan RUU, RUU Minerba melanggar “asas 
keterbukaan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai 
Pasal 5 UU No.12 Tahun 2011” sebagaimana telah diubah pada UU 
Nomor 15 Tahun 2019. Dikarenakan kriteria carry over sesuai 
Pasal 71A UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU 
Nomor 12 Tahun 2011 terkait Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan tidak dipenuhi. Berdasarkan “Pasal 71A UU Nomor 15 
Tahun 2019 bahwa carry over pembahasan RUU harus memenuhi 
syarat telah dilakukan pembahasan DIM,” padahal DPR periode 
sebelumnya belum satupun membahas DIM RUU Minerba.  
  
       “Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minerba 
berdasarkan “Pasal 22D UUD 1945, Pasal 249 UU Nomor 17 Tahun 
2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPD, dan DPRD serta Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 “tidak melibatkan 
DPD. Padahal DPD mempunyai kewenangan membahas rancangan 
undang-undang yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah 
serta pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya” ekonomi 
lainnya. Pada “Putusan MK No. 92/PUU-X/2012 menyatakan 
bahwa DIM diajukan oleh Presiden dan DPD jika RUU berasal dari 
DPR. Realitanya tidak ada DIM yang disusun oleh DPD.””       
  
Tidak adanya peran DPD RI bertentangan dengan “Pasal 22D 
UUD 1945 yang berbunyi:” 
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(1)””Dewan Perwakilan Daerah dapat menyampaikan kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang 
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan 
daerah, pembentukan dan pemekaran dan pemantapan 
daerah, pengelolaaan sumber daya alam dan ekonomi 
lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 
keuangan. Pusat dan daerah.”” 
(2)  “Dewan Perwakilan Daerah ikut serta membahas rancangan 
Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; 
hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan 
penggabungan distrik; pengelolaan sumber daya alam dan 
ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan 
daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR 
tentang rancangan undang-undang tentang perkiraan 
pendapatan dan belanja nasional serta rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan perpajakan, pendidikan, dan 
agama.” 
(3) “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengawasi pelaksanaan 
Undang-undang tentang; otonomi daerah, pembentukan, 
pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan 
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 
ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan 
belanja negara, perpajakan, pendidikan, dan agama serta 
menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai 
bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti        
 
                                                                    
         “Dengan adanya Undang-Undang Dasar, maka Negara 
Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum 
sehingga tidak berdasar atas kekuasaan semata pemerintah 
yang berdasarkan atas sistem konstitusi, tidak bersifat 
absolutisme. Dengan demikian maka kebijaksanaan Pemerintah 
Pusat untuk menyerahkan sebagian urusan-urusannya untuk 
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“Payung hukum dalam kegiatan usaha dan pengaturan 
terkait mineral dan batubara yang dimiliki oleh Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut:” 
Bagan 1. 
Payung hukum terkait regulasi”mineral dan batubara di Indonesia” 
  






“UU Nomor 4 Tahun 2009 
Tentang  
Pertambangan Mineral dan 
Batubara” 
 
“UU Nomor 3 Tahun 2020 
Tentang  
Perubahan Atas UU Nomor 
4 Tahun 2009 Tentang 




Berikut merupakan  perubahan rezim dari regulasi 
pertambangan di Indonesia antara lain : 
a. Rezim Kontrak dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
1967  tentang   Ketentuan Pokok Pertambangan. (Kontrak 
Karya)” 
  
Pada rezim ini, keberadaan para pihak sejajar, masa 
kontrak panjang dan konsekuensi“kontrak tidak dapat 
diakhiri tanpa persetujuan para pihak”yang berkontrak. 
Mayoritas pemegang Kontrak Karya dan PKP2B adalah 
saham perusahaan asing sehingga dalam kontrak 
disebutkan jika terjadi sengketa terkait perjanjian tersebut 
maka penyelesaian sengketa kontrak akan dilaksanakan  di 
lembaga arbitrase internasional. Dan  ketika terjadi 
kerusakan lingkungan masa berlaku dari kontrak yang lahir 
di “UU Nomor 11 Tahun 1967” ini tidak bisa diberhentikan 
begitu saja karena konsekuensi dari isi didalam kontrak itu 
sendiri. 
 Klausul dalam kontrak, secara hukum memiliki 
kekuatan layaknya UU, sehingga saat itu beberapa 
perusahaan menolak beberapa kewajiban yang ditentukan 
negara yang tidak diatur dalam kontrak mereka. Jika terjadi 
pelanggaran hukum tidak akan dapat dengan mudah 
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diberikan sanksi pencabutan atau penghentian izin 
sementara karena tunduknya pada rezim kontrak. Saat 
berlakunya rezim kontrak, pemasukan kepada APBN dari 
pertambangan non migas / Minerba kurang dari 2 % dan ini 
sulit diubah karena terkait rezim kontrak. 
 
b. Rezim Izin dalam “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.” 
 
Berdasarkan ketentuan di dalam “UU Nomor 11 Tahun 
1967” mengingat banyak sekali kerugian karena kontrol 
negara sangat lemah. Maka,“salah satu hal yang diubah 
dalam”“UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara” yakni mengubah rezim kontrak 
menjadi rezim izin. Karena ketika rezim kontrak berubah 
menjadi rezim izin tentu akan menempatkan kontrol negara 
lebih kuat. Berbeda dengan kontrak, selama tidak ada 
klausa dalam kontrak perusahaan, mereka berpendapat 
tidak punya kewajiban hukum untuk menaatinya Undang-
undang ini mewajibkan pemegang Kontrak Karya, PKP2B 
untuk mengubahnya menjadi izin dalam jangka waktu 1 
tahun, putusan Mahkamah Konstitusi memperkuat 
kewajiban mengubah kontrak menjadi izin. Rezim izin 
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menempatkan kontrol negara kuat dan mereka harus 
tunduk pada kewajiban-kewajiban hukum dan keuangan 
yang ditentukan oleh negara.  
 
c. Rezim Izin dan jaminan perpanjangan dalam “Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara” 
 
“UU Nomor 3 Tahun 2020” mengembalikan rezim 
kontrak pertambangan yang jelas “merugikan negara, 
karena posisi kontrol negara dan pemegang” modal akan 
sejajar bukan seperti dalam mekanisme rezim izin yang 
menempatkan negara diatas pemilik modal. UU ini lebih 
menyelamatkan perusahaan yang telah habis kontrak 
karena memang otomatis dengan berlakunya “UU Nomor 3 
Tahun 2020” terdapat jaminan perpanjangan kontrak. 
Selanjutnya Undang-Undang ini merupakan Undang-
Undang yang mengakhiri otonomi daerah di sektor 
pertambangan.  Kontrak dilakukan oleh perusahaan dengan 
negara tentunya dalam hal ini pemerintah pusat. Sehingga 
seringkali perusahaan hanya tunduk kepada perintah 




 “Kewenangan-kewenangan terkait potensi Sumber 
Daya Alam di daerah seharusnya berada di tangan 
pemerintah daerah, atau paling tidak harus 
mengikutsertakan pemerintah daerah.” Dalam “Pasal 33 
Ayat (3) UUD 1945” “memang “dinyatakan bahwa bumi, 
air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya 
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat, tetapi kata “negara” tidak bisa hanya 
diartikan sebagai pemerintah pusat saja, pemerintah daerah 
juga menjadi bagian dari itu. Dan poin penting yang tidak 
boleh dilupakan adalah frasa” “dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat”.”    
 
  Pada setiap bidang urusan konkuren pemerintahan 
terdapat “urusan yang menjadi kewenangan pemerintah, 
pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/ 
kota. Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi 
kewenangan pemerintah yaitu urusan dalam bidang politik 
luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal 




Sebagaimana dimaksud dalam “Pasal 2 ayat (1) dan 




a. “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan 
pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan 
Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dibagi 
bersama antar tingkatan dan/atau susunan 
pemerintahan.” 
b. “Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, 
yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.” 
 
Sedangkan“urusan yang menjadi kewenangan 
pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) terdiri 
dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana 
dimaksud dalam”ketentuan “Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014:” 
Pasal 11 
(1) “”Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi 
kewenangan Daerah terdiri atas Urusan 
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan 
Pilihan.” 
(2) “”Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang 
berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan 
Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan 
Dasar.” 
(3) “”Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan 
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang 
sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.” 
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“Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007” 
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Pasal 12  
(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan 
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 ayat (2) meliputi : 
a. “Pendidikan;” 
b. “Kesehatan;” 
c. “Pekerjaan umum dan penataan ruang;” 
d. “Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;” 




(2) “Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan 
dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:” 
a. “Tenaga kerja;” 




e. “Lingkungan hidup;” 
f. “Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;” 
g. “Pemberdayaan masyarakat dan Desa;” 
h. “Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;” 
i. “Perhubungan;” 
j. “Komunikasi dan Informatika;” 
k. “Koperasi, usaha kecil, dan menengah;” 
l. “Penanaman modal;” 




q. “Perpustakaan; dan“ 
r. “Kearsipan.” 
 
(3) Urusan “Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi :” 








g. “Perindustrian; dan “ 
h. Transmigrasi.  
 
“””Dalam putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor”“3/PUU-VIII/2010” terkait uji” materiil atas “UU 
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah 
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil” “menyatakan  bahwa frasa” 
“sebesar-besar kemakmuran rakyat”  dimaknai dalam 4 
tolak ukur, yakni:” 
1. Kemanfaatan””sumber daya alam bagi rakyat.”” 
2. Pemerataan””manfaat sumber daya alam bagi rakyat.””  
3. Partisipasi”rakyat “dalam menentukan manfaat sumber 
daya alam.”” 
4. Penghormatan“terhadap hak rakyat secara turun-
temurun.” 
 
 Majelis Hakim Konstitusi dalam pertimbangan hukum 
membuat tafsir “HMN” atau “Hak Menguasai Negara 
bukan dalam makna Negara memiliki. Akan tetapi, 
dimaknai bahwa Negara hanya:”  
a.   Merumuskan ”kebijakan “(beleid)” 
b.   Melakukan ”pengaturan (regelendaad)”” 
c. Melakukan ””pengurusan (bestuurdaad)” 
d. Melakukan ””pengelolaan (beheersdaad)”” 
e. Melakukan ””pengawasan (toezichtoundaad)”” 
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Pada dasarnya “proses pengambilan keputusan akan 
lebih baik mengingat pemerintah daerah yang mengetahui 
secara detail daerahnya sehingga kebijakan publik dapat lebih 
diterima dan produktif dalam memenuhi keadilan dan 
kesejahteraan, maka dengan bidang lingkungan hidup 
otonomi daerah seharusnya bermakna sebagai:” 
a.“Penyesuaian “kebijakan pengelolaan sumber daya alam 
lingkungan    yang sesuai dengan ekosistem setempat.””  
b.“Menghormati kearifan “adat masyarakat yang sudah 
dikembangkan masyarakat.”” 
c.“Mengelola “daya dukung lingkungan “setempat dan 
menjauhi cara-cara yang dapat menghancurkan ekosistem 
dengan eksploitasi” yang berlebihan.””  
d.“Tumbuhnya “ketertiban secara aktif masyarakat dan 
penduduk setempat sebagai pihak yang paling 
berkepentingan dalam pembuatan” kebijakan pengelolaan 
sumber daya alam dan lingkungan hidup.” 
e.“Semakin diperlukannya kesadaran “mengenai adanya 
kesatuan ekologi diantara pemerintah daerah yang batas 
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  Sesuai dengan “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2020”“usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan 
perizinan berusaha yang diberikan oleh pemerintah pusat. 
Perizinan berusaha tersebut terdiri atas:”                                  
a.  Nomor””Induk berusaha””                                                                           
b.  Sertifikat””Standar””  
c. Izin 
 
Jenis Perizinan tersebut terdiri atas : 
a. Izin Usaha Pertambangan (IUP)  
Terdapat dalam Pasal 38-40 
b. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) 
Terdapat dalam Pasal 75 
c. IUPK yang merupakan kelanjutan regulasi kontrak / 
perjanjian 
Terdapat dalam Pasal 169A  
d.  Izin Pertambangan Rakyat (IPR) 
Terdapat dalam Pasal 67-72  
e. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) 
      Terdapat dalam Pasal 86A. Untuk“pendelegasian 
kewenangan Perizinan Berusaha oleh Pemerintah Pusat 
kepada Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada 
prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan 
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eksternalitas dalam penyelenggaraan urusan 
Pemerintahan, antara lain dalam pemberian IPR dan SIPB 
(penjelasan Pasal 35 ayat 4).” 
f. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) 
    Terdapat dalam Pasal 139-140 
g. Izin Penugasan  
h. Izin Pengangkutan dan Penjualan  
    Terdapat dalam 169C 
i. IUP Untuk Penjualan 
 Terdapat dalam Pasal 169C. 
Tabel 2.                                                                                 
Perbandingan pengelolaan minerba daerah sebelum 
dan sesudah perubahan berdasarkan UU Nomor 4 
Tahun 2009  dan UU Nomor 3 Tahun 2020 
 

















































































































































































































































*Pasal 54, 57 




























8. Luas “IUPK 
Operasi 
Produksi”  




25.000 ha dan 
luas 1 (satu) 
WIUPK untuk 



































































































































































atau Batubara  



















di UU 23 
Tahun 2014 



















                 Bagan 2. 
Kewenangan pengelolaan minerba daerah setelah berlakunya       























berlakunya    
UU Nomor 3 
Tahun 2020” 
Izin berupa : 
1. IUP               (Pasal 
38-40)  
2. IUPK          (Pasal 
75) 
3. IUPK Kelanjutan 
dari Kontrak                  
(Pasal 169A) 
4. IPR                 (Pasal 
67-72) 
5. SIPB                    
(Pasal 86A) 
6. IUJP                 
(Pasal 139-140) 
7. Izin Penugasan 
8.“Izin Pengangkutan 
dan Penjualan”           
(Pasal 169C) 





Pemerintah        
Pusat” 
“Sertifikat   
Standar” 
“Izin” “Nomor  
Induk 
Berusaha” 
Kewenangan yang berpindah berada pada 
Pemerintah Pusat antara lain:  
1. Kewenangan “Pemerintah dalam 
pengelolaan pertambangan minerba 
(Penetapan IUP, Pembinaan dan 
pengawasan usaha pertambangan)” 
2.“Jaminan Pemerintah pada WIUP, WPR, 
dan WIUPK yang telah ditetapkan” 
3.  Pemberian luas IUPK Operasi Produksi 
4. Pengalihan IUP atau IUPK 
5. Jaminan Perpanjangan KK dan PKP2B, 
6. Penetapan WP 
7. Pemberian WIUP 
8. Pemberian IPR 
Penetapan Luas dan Batas WIUP Mineral 





yang jelas merugikan 
negara karena 
kedudukan antara 
pemilik modal dan 
negara sama.” 
“Dengan adanya UU 
“ini maka otonomi 

















    “” Sebelum adanya UU Nomor 3 Tahun 2020 ini, Pemerintah Daerah 
melalui UU Nomor 4 Tahun 2009 dan UU Nomor 23 Tahun 2014 
mempunyai wewenang dalam mengelola minerba di daerah. Kemudian 
setelah berlakunya UU Minerba yang baru, kewenangan daerah hilang, 
berubah menjadi sentralisasi pengelolaan minerba daerah yang ditandai 
dengan dihapusnya Pasal 7 pada UU Nomor 3 Tahun 2020 yang 
mengatur pembagian kewenangan pemerintah daerah provinsi dan 
pemerintah daerah kabupaten/ kota  dalam mengelola minerba daerah.””  
    “Tidak hanya dihapusnya pasal 7, tetapi juga terdapat beberapa 
kewenangan yang berpindah ke Pemerintah Pusat pada UU ini antara 
lain, kewenangan pemerintah dalam pengelolaan pertambangan minerba 
penetapan Wilayah Pertambangan (WP), pembinaan dan pengawasan 
usaha pertambangan, jaminan pemerintah pada Wilayah Izin Usaha 
Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan 
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) yang telah 
ditetapkan, luas IUPK Operasi Produksi, pengalihan Izin Usaha 
Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), 
jaminan perpanjangan Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya 
Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), penetapan WP, 
pemberian WIUP, pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR), 
penetapan luas dan batas WIUP mineral logam dan WIUP batubara. 
      Sedangkan aturan yang dicabut dan tidak diberlakukan yaitu 
aspirasi daerah dalam menetapkan WPN, pembagian urusan konkuren 
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antara pemerintah pusat dan daerah bidang ESDM pada UU Nomor 23 
Tahun 2014.    
B. Implikasi Yuridis Atas Berlakunya Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 
Tahun 2020 Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Mengelola 
Minerba Daerah Yang Telah Diatur Dalam Pasal 18 UUD 1945   
Desentralisasi bermakna sebagai proses pengotonomian dimana proses 
penyerahan kepada satuan “pemerintahan yang lebih rendah untuk 
mengatur dan mengelola urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan 
rumah tangganya, dengan kata lain desentralisasi dan otonomi merupakan 
dua sisi dalam satu mata uang.
70
”  
Pada“Pasal 4 Ayat ( 2) UU Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa”: 
“Penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau 
pemerintah Daerah”,  
 
Sedangkan pada“Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020”diubah 
menjadi : 
“Penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diselengarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai 
dengan ketentuan Undang-Undang ini”. 
 
Sentralisasi selama 32 tahun yang dipraktekkan di Indonesia telah 
menyebabkan kapasitas administrasi pemerintah daerah kurang 
berkembang. Di samping itu, ketatnya pengarahan dan kendali pusat yang 
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“Sirajudin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara, (Malang: Setara Press, 2015), 332.” 
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menyebabkan perangkat administrasi daerah cenderung tergantung dan 
pasif sehingga menjadi tidak mandiri dan kurang inovatif. Karenanya 




      Hal ini bertentangan dengan“UUD 1945 BAB VI Pasal 18 yang 
mengatur tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah untuk berkembangnya otonomi daerah dari orde baru yang bersifat 
sentralisasi lalu pada era reformasi menjadi bersifat desentralisasi. Yang 
kemudian menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah. 
Melalui penerapan Bab tentang Pemerintahan Daerah diharapkan untuk 
lebih mempercepat terwujudnya kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat 
di daerah, serta meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.  
  Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:” 
“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, 
diatur dengan undang-undang, dengan memperhatikan kekhususan dan 
keragaman daerah.” 
 
  Serta pada Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:” 
“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya 
alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan 
undang-undang.” 
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“Martin Jimung, Politik Lokal dan Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah, 
(Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2005),  38-39.” 
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     Pasal ini bermaksud supaya penyelenggaraan pemerintahan daerah 
tetap menjamin adanya prinsip keselarasan dan keadilan. Perihal yang 
menyangkut keuangan dan hak-hak daerah, diatur dalam undang-undang. 
Demikian juga dengan urusan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya 
alam dan sumber daya lainnya juga ditata agar daerah mendapatkan bagian 
secara proporsional.    
          Serta“Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang merupakan pijakan dalam 
menyusun UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang 
menyatakan bahwa:” 
“Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali 
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 
urusan pemerintah pusat .” 
 
   Adanya conflict of norm  antara Pasal 18“UUD 1945”dengan “UU 
Nomor 3 Tahun 2020 terkait pembagian pengelolaan sumber daya alam 
bidang minerba antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang 
harus diatur dalam undang-undang bukan melalui peraturan pemerintah 
atau peraturan presiden. Pada “UU Nomor 4 Tahun 2009”pengurusan izin 
usaha pertambangan yang dimiliki oleh Kabupaten/Kota beralih menjadi 
kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.” Kemudian dengan 
disahkannya “UU Nomor 3 Tahun 2020” kewenangan “izin usaha 





        Analisis RIA dapat digunakan sebagai metode dalam proses 
pembuatan peraturan perundang-undangan, baik mulai dari perencanaan 
maupun persiapan, yang dapat didahului dengan pembuatan naskah 
akademik. Melalui RIA akan ditinjau peraturan yang ada dan mengubah 
prosedur yang birokratif menjadi prosedur yang smart dengan merumuskan 
peraturan yang lebih baik sehingga dapat menjadi daya tarik dalam hal 
investasi bagi sebuah daerah.  
  Untuk memperoleh masukan penjelasan tentang perilaku bermasalah 
yang membantu dalam penyusunan undang-undang, maka digunakan teori 
ROCCIPI. Selanjutnya, Skema Sampath dapat digunakan dalam 
memberikan pengertian tentang cara menggunakan agenda ROCCIPI untuk 
mengidentifikasi penyebab perilaku bermasalah dari pelaku peran yang 
secara logis mampu membantu menyusun rincian tindakan-tindakan di 
dalam rancangan peraturan perundang-undangan. 
  Perubahan dari “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014” dalam sistem tatanan birokrasi, 
menerangkan bahwa””kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah Kabupaten/Kota” sebagai berikut:” 
1. Urusan”Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; 




3. Urusan”Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya 
dalam Daerah kabupaten/kota;” 
4. Urusan”Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya “lebih efisien 
apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.””  
            “Tidak dilibatkannya pemerintah provinsi atau kabupaten, 
memberikan dampak tidak adanya pengawasan kegiatan usaha, 
keterlambatan pengaturan maupun penurunan pajak daerah tempat usaha 
dijalankan. Sehingga tata laksana regulasi di Undang-Undang yang 
menyangkut kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota menjadi tidak 
berfungsi karena meletakkan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah 
pusat.” 
“UU Nomor 3 Tahun 2020 “mengandung ketentuan-ketentuan yang 
belum sejalan” dengan konstitusi, yang menggambarkan berjalannya suatu 
negara, yakni “karena tidak “adanya sifat desentralisasi yang dituangkan 
dalam konstitusi dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada 
pemerintah” daerah sesuai dengan amanah konstitusi yang dituangkan 
dalam” Pasal “18 UUD 1945” dimana pasal ini” merupakan landasan yang 
kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah” atau sistem desentralisasi.  
     UU Nomor 3 Tahun 2020””sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan dan tuntutan masyarakat sebagai bagian yang selalu ingin 
dilibatkan serta menghendaki adanya kewenangan daerah yang mampu 
menampung dan menjawab aspirasi untuk menghendaki adanya perubahan 
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di daerah tersebut.”Lalu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020” 
bertentangan dengan “prinsip hukum Lex Superior Derogat Legi 
Inferior”dalam hal ini pada Pasal 18 dimana prinsip ini menyatakan bahwa 
setiap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan 
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.””   
      Kewenangan perizinan pemerintah provinsi dihapus (Pasal 7, Pasal 35 
UU Minerba 2020). Akan tetapi,”Pemerintah Daerah diwajibkan menjamin 
tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan (Pasal 17A, Pasal 
172B).” 
“Sebagaimana Pasal 17A yang berbunyi :”  
(1) “Penetapan WIUP Mineral logam dan WIUP  Batubara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan setelah 
memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk 
kegiatan Usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.” 
(2) “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada 
perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) pada WIUP Mineral logam dan WIUP 
Batubara yang telah ditetapkan.” 
(3) “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin 
penerbitan perizinan lain yang diperlukan dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan pada WIUP 
Mineral logam dan WIUP Batubara yang telah ditetapkan 
sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.” 
  
“Pasal 172B berbunyi :” 
(1) “WIUP, WIUPK, atau WPR yang telah diberikan izinnya dalam 
bentuk IUP, IUPK, atau IPR wajib didelineasi sesuai dengan 
pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan Usaha 




(2) “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada 
perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WIUPK, atau WPR yang 
telah diberikan izinnya.”” 
 
Pemerintah Daerah dalam Pasal ini harus “menjamin penerbitan 
perizinan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan 
Usaha Pertambangan pada WIUP.”   
Pengalihan kewenangan penerbitan izin pertambangan kepada 
pemerintah pusat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan 
sumber daya alam yang terdapat dalam “Pasal 4 TAP MPR Nomor 
IX/MPR/2001””tentang”Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber 
Daya Alam””yang meliputi : 
a. Memelihara ”dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia;” 
b. Menghormati “dan menjunjung tinggi hak asasi manusia;” 
c. Menghormati””supremasi hukum dengan memenuhi  
keanekaragaman dalam penyatuan hukum;” 
d. Mensejahterakan””rakyat, terutama melalui peningkatan 
kualitas sumber daya manusia Indonesia;” 
e. Mengembangkan”””demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi, 
dan optimalisasi partisipasi” rakyat;” 
f. Mewujudkan“”keadilan yang termasuk kesetaraan gender dalam 
penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan 
pemeliharaan sumber daya agraria/ sumber daya alam;   
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g. Memelihara“”keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang” 
optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi 
mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan 
daya dukung lingkungan; 
h. Melaksanakan“””fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis 
sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat;” 
i. Meningkatkan“keterpaduan dan koordinasi antar sektor 
pembangunan dan antar daerah dalam pelaksanaan 
pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam;” 
j. Mengakui,“”menghormati, dan melindungi hak masyarakat 
hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya 
agraria/sumber daya alam;  
k. Mengupayakan”””keseimbangan hak dan kewajiban negara, 
pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa 
atau yang setingkat), masyarakat dan individu;””serta 
l. Melaksanakan“desentralisasi berupa pembagian kewenangan di 
tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau 
yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan pengelolaan 
sumber daya agraria/ sumber daya alam.” 




a. Penghormatan terhadap HAM. 
                                                          
72
“TAP MPR Nomor IX/MPR/2001” 
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b. Perwujudan“keadilan (termasuk kesetaraan gender) dalam 
penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan 
pemeliharaan Sumber Daya Alam.  
c. Pelaksanaan desentralisasi”yang“ berupa “pembagian 
kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi,” 
kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan 
alokasi dan pengelolaan sumber daya agraria/ sumber daya 
alam.” 
      TAP MPR ini harus menjadi acuan DPR dan pemerintah 
dalam menyusun peraturan terkait Sumber Daya Alam, dan 
agraria agar mendapatkan kepastian hukum dan berkelanjutan. 
Karena sebelum TAP MPR ini diterbitkan tidak ada regulasi yang 
menghormati dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat.  
TAP ini masih berlaku tapi tidak diaplikasikan, juga tidak 
memberi harapan pada masyarakat lokal karena rendahnya 








                           Bagan 3. 
Implikasi Yuridis Atas Berlakunya “Pasal 4 ayat (2) UU 
Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Kewenangan  Pemerintah 
Daerah mengelola minerba daerah yang telah diatur dalam 

















Berlakunya Pasal 4 ayat (2) 
UU Nomor 3 Tahun 2020 
terhadap Kewenangan 
Pemerintah Daerah 
Mengelola Minerba Daerah 
yang Telah Diatur dalam 
Pasal 18 UUD 1945 ” 
Dengan adanya penarikan 
kewenangan daerah dalam 
bidang minerba oleh Pemerintah 
Pusat,maka berimplikasi Dinas 
ESDM Provinsi ditutup 
sementara sampai terbitnya PP/ 
Perpres. 
Pasal 173B “UU Nomor 3 Tahun 2020:” 
Ketentuan “mengenai pembagian urusan pemerintahan 
konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah provinsi dan kabupaten/kota pada Angka 1 
matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren 
antara Pemerintah dan Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota huruf CC Pembagian Urusan 
Pemerintahan Bidang ESDM Nomor 2 Sub Urusan 
Mineral dan Batubara yang tertuang dalam Lampiran 





konkuren antara pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah 
di bidang ESDM pada UU 
Nomor 23 Tahun 2014. 
terdapat dalam Pasal 173B 
UU Nomor 3 Tahun 2020.” 




urusan bidang minerba 
daerah: 
Pasal 18 UUD 1945 
dan Pasal 14 “UU 
Nomor 23 Tahun 2014  
 
Pasal 18 UUD 1945 mengatur tentang 
adanya keadilan pembagian pengelolaan 
pemanfaatan sumber daya alam antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
yang diatur berdasarkan undang-undang 
bukan aturan turunan PP/Perpres. 
UU Nomor “23 Tahun 2014 mengatur 
tentang adanya pembagian urusan 
pemerintahan secara konkuren antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah 





Pemerintah Daerah  
yang terdapat dalam 
UU Nomor 23 Tahun 
2014 sudah tidak 

















        Pada“Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020”ini gejala 
sentralisasi sangat nampak karena bisa dilihat pada beberapa 
wilayah, bukan hanya terkait kebijakannya tetapi juga 
sampai pada perizinan, pengawasan, wilayah pengawasan, 
karena banyak hal yang kemudian ditarik ke pusat. 
Resentralisasi yang diikuti dengan penarikan beberapa 
kepentingan yang ada di daerah dimana pemerintah pusat 
juga turut berperan penting didalamnya. Yang menyebabkan 
tidak sesuai dengan kebijakan otonomi daerah itu sendiri.  
Pemerintah harus mampu menjalankan fungsi dan 
tugasnya secara tanggung jawab dan sungguh-sungguh 
dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik 
serta tidak boleh bertentangan dengan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik.  
Jika pemerintah menerapkan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan adanya asas 
kepastian hukum, ketidakberpihakan, kepentingan umum, 
keterbukaan, kemanfaatan, pelayanan yang baik, 
kecermatan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Maka 
dengan demikian penyelenggaraan negara oleh pemerintah 
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menjadi baik, bebas dari kezaliman, adil, terbebas dari 
tindakan sewenang-wenang dan penyalahgunaan wewenang.  
Pada saat ini dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2020, kewenangan hanya berada pada Pemerintah 
Pusat, daerah sama sekali tidak mempunyai kewenangan 
dalm hal perizinan. Padahal,“Pemerintah Daerah seharusnya” 
diberikan kewenangan yang lebih luas”untuk mengelola 
daerahnya” sendiri. Agar menjunjung tinggi semangat 
otonomi daerah. 
Pada aspek ketatanegaraan khususnya “pembagian 
kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah 
daerah, diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 yang kemudian sekarang diganti dengan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah.”  
Penarikan“urusan pemerintahan di bidang mineral dan 
batubara dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat 
melanggar UUD 1945 serta melanggar prinsip hukum Lex 
Superior Derogat Legi Inferior yang bermakna peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan 
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.” 
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Khususnya pada “Pasal 18 UUD 1945.” Karena tidak adilnya 
pembagian kewenangan pada sektor minerba.  
  Implikasi dengan dicabutnya urusan daerah pada 
Undang-Undang 23 Tahun 2014 maka akan menimbulkan 
Dinas ESDM Provinsi yang ditutup sementara. Sampai 
terbitnya PP yang mengatur mengenai pendelegasian 
kewenangan pengelolaan minerba daerah dari pemerintah 
pusat ke pemerintah daerah sebagaimana Dinas ESDM  
Kabupaten/kota yang sudah tidak ada karena berpindahnya 
urusan bidang minerba pada Kabupaten/Kota menjadi 
wewenang Pemerintah Pusat. 
 Daerah sudah tidak lagi mempunyai urusan 
pemerintahan bidang minerba sesuai “Pasal 173B UU 
Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan” dicabutnya 
“pembagian urusan pemerintahan konkuren antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Bidang ESDM 
pada UU Nomor 23 Tahun 2014.”   
   “”Disharmonisasi antara Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 3 
Tahun 2020 dengan Pasal 18 UUD 1945 ini, maka berlaku 
prinsip hukum lex superior derogat legi inferior. Yang 
bermakna apabila terjadi pertentangan antara peraturan 
perundang-undangan yang tinggi dengan peraturan 
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perundang-undangan yang rendah maka peraturan 























A. Kesimpulan  
“Berdasarkan dari hasil penulisan dan pembahasan atas isu hukum 
yang penulis angkat sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat   
disimpulkan bahwa:” 
1.  Perubahan “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009” menjadi 
“Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020” Tentang “Pertambangan 
Mineral dan  Batubara” menghadirkan dampak perubahan pada 
Kewenangan pengelolaan minerba daerah yang berada pada 
pemerintah pusat atau sentralistik. UU ini mengembalikan rezim 
kontrak pertambangan yang jelas “merugikan negara, karena posisi 
kontrol negara dan pemegang modal akan sejajar bukan seperti 
dalam mekanisme rezim izin yang menempatkan negara diatas 
pemilik modal.” Serta lebih menyelamatkan perusahaan yang telah 
habis kontrak karena memang otomatis dengan berlakunya “UU 
Nomor 3 Tahun 2020” terdapat jaminan perpanjangan kontrak. 
Kemudian urusan pemerintah daerah bidang Minerba ditarik/ 
dihilangkan. Serta kewenangan perizinan pemerintah provinsi 
dihapus (Pasal 7, Pasal 35 UU Minerba 2020). Walaupun nanti 
pemerintah pusat akan mendelegasikan perizinan melalui 
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PP/Permen akan tetapi jika dilihat dalam UU ini semua perizinan 
ditarik ke pemerintah pusat. Dalam “hal ini  bertentangan dengan 
Pasal 18A UUD 1945.” Dan pemerintah provinsi sama sekali tidak 
punya kewenangan berdasarkan UU yang baru ini jika dilihat dari 
batas-batas kewenangan. Akan tetapi, Pemerintah“Daerah 
diwajibkan menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan 
kawasan sebagaimana terdapat dalam Pasal 170A dan 170B.” 
 
2. Pengalihan “kewenangan penerbitan izin pertambangan kepada 
pemerintah pusat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan 
sumber daya alam yang terdapat dalam Pasal 4 TAP MPR Nomor 
IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan 
Sumber Daya Alam, Pasal 14 Ayat (1) dan (4) UU Nomor 23 
Tahun 2014,” dan undang-undang sektoral lainnya serta asas  
hukum  Lex Superior Derogat Legi Inferior  dalam hal ini pada 
Pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945 yang meeupakan landasan 
kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah bahwa 
desentralisasi dilakukan melalui Undang-Undang bukanlah 
Peraturan Pemerintah. Implikasi yang ditimbulkan dari Pasal 4 
ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Pasal 18 UUD 1945 
mengakibatkan Dinas ESDM Provinsi ditutup sementara sampai 
disahkannya Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan 
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Peraturan Daerah yang mengatur tentang aturan turunan dari UU 
Nomor 3 Tahun 2020.  “ 
B. Saran  
“Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah 
disimpulkan,””penulis menyarankan :” 
1. Perlu mengurangi kendali pusat terhadap daerah, khususnya 
sentralisasi administrasi pemerintahan daerah agar tercapainya 
otonomi daerah. 
2. Perlu adanya transparansi dan keterbukaan dalam proses legislasi 
agar tercapainya kemaslahatan bersama. 
3. Seharusnya DPR lebih hati-hati dalam menyusun regulasi peraturan 
perundang-undangan agar terciptanya regulasi yang efektif, efisiensi, 
dan kuat secara hukum. 
4. Ada kesungguhan dari “pemerintah daerah untuk meningkatkan 
kemampuannya sehingga dapat melaksanakan kewenangan-
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